BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Secara umum perubahan pendekatan dari Tujuan Pembangunan Milenium
(Millenium Development Goals/MDGs) ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals/SDGs) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan

atkan mutu hidup atau
hal, di antaranya adalah
menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau
dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah. Masyarakat
tidak mendapatkan kewenangan dan ruang dalam membangun kapasitasnya
sehingga perumusan dalam strategi pembangunan lebih ditentukan oleh kelompok
lapisan atas (top down approach) dari pada mengidentifikasi kebutuhan sasaran
pembangunan terutama masyarakat bawah atau mengidentifikasi kebutuhan
masyarakat bawah yang diakomodasikan pemerintah dalam perumusan program
pembangunan (bottom up approach).
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Kebijakan pembangunan lebih menekankan pada strategi mengejar
pertumbuhan karena dengan pertumbuhan yang tinggi akan memberikan dampak
positif pada seluruh lapisan masyarakat sampai lapisan terbawah/ dampak tetesan
ke bawah (trickling down effect) atau dampak penyebaran (spread effect). Namun,
dampak yang diharapkan ternyata tidak terjadi dan justru strategi pembangunan
dengan strategi pertumbuhan meninggalkan persoalan ketimpangan sektoral,
ketimpangan spasial, dan ketimpangan pendapatan kelompok masyarakat. Ife dan
Tesoriero (2008), me

gagasan perubahan dari bawah,

perspektif ekolog daw;@w
mampu menetagkan képuitihan .
masyarakat pag ting@kal palig ahui ke

1 aya. G éawah

akan di jantung PENo®mpangan masyarakat terdapat

dirinya sendwi dan gowad y n  dar kan memberikan
penghargaan pada p tahuan ebuday: lokaly sumberdaya lokal,
keterampilan lokal, ' beg solidaritas dengan
masyarakat. ' %

upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus
oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan
oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan
teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan
masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup
atau kesejahteraan selurun warga masyarakat dari suatu bangsa yang

merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Tantangan dalam pembangunan ke depan harus mampu memfasilitasi
wilayah timpang, yang terjadi pada wilayah perdesaan yang perekonomiannya
relatif bertumpu pada sektor pertanian. Untuk mengurangi dampak ketimpangan
tersebut perlu sebuah arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, yaitu daerah tertinggal yang sekaligus sebagai upaya penanggulangan
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kemiskinan di desa. Menurut Malik (2015), strategi yang dapat dikembangkan
untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang berorientasi pada
kerakyatan adalah meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha-usaha berbasis
komunitas (community enterprises). Industrialisasi merupakan  salah satu
pendekatan strategis dalam pembangunan perdesaan dan sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi perdesaan yang dapat diandalkan. Masyarakat desa

memiliki kesadaran kritis, kreativitas, inovasi dan etos kerja, dan desa menjadi

kondisi sekarang tidak mampu untuk meiepaskan diri dari perangkap kemiskinan
dan keterbelakangan atau dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan

dan memandirikan masyarakat (Mardikanto, 2013").

1. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Berbasis Pem-
berdayaan Masyarakat

a. Pembangunan Berkelanjutan

Dalam perkembangan, konsep pembangunan saat ini telah berubah secara
fundamental, perubahan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.
Seperti dalam perkembangan konsep pembangunan secara global, Program
Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium/ MDGS)
dikembangkan program lanjutan dengan program Sustainable Development Goals

(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs) yang berlaku selama tahun 2015-
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2030, dengan kata kunci SDGs diupayakan untuk meneruskan dan memantapkan
dengan orientasi berkelanjutan. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif
dan mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antarnegara dan
antarwarga negara. SDGs berlaku untuk semua negara anggota PBB, baik negara

maju, miskin, maupun negara berkembang (INFID, 2015).

Tabel 2.1. Perubahan Pembangunan dari Millenium Development Goals (MDGs)
ke Sustainable Developmegg Goals (SDGs)

No MD Gs- 2008 : SDGs-2015-2030

1 50 persen
Target dan sasatg
mengurangi 4 . Fhnyagan tuntas

rlukamfokus, untuk merangkul
meré |

Berl

en SDGs dirumuskan oleh tim
a, dengan pertemuan tatap muka di
melalui proses konsultasi % dari 100 negara dan survei warga.

dan survei warga.

4 Solusi parsial atau tambal sulam Solusi yang menyeluruh
e Delapan Tujuan MDGs sebagian Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak
besar hanya mengatasi gejala—gejala  struktur dan sistem
kemiskinan saja. * Kesetaraan gender
e Masalah ekologi dan lingkungan * Tata pemerintahan
hidup tidak diakui * Perubahan model konsumsi dan produksi
e Ketimpangan tidak mendapatkan * Perubahan sistem perpajakan
perhatian. * Diakuinya masalah ketimpangan
Demikian halnya dengan soal pajak dan ~ * Diakuinya masalah perkotaan

pembiayaan pembangunan

Sumber: Diadaptasi dari Dr. John Coonrod, dalam Kern Beare,www.feelgood.org.
Jan, 2015 dalam INFID, (2015).

Istilah keberlanjutan dalam SDGs adalah pemanfaatan lingkungan dan
sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan
kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka

(sustainability is the use of the environment and resources to meet the needs of the
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present without compromising the ability of future generations tomeet their needs)
— WCED, 1987-Brundtland Report: our common future (Kementan, 2013).
Serageldin (1996), juga menyatakan bahwa keberlanjutan pembangunan dilihat
dari tiga dimensi keberlanjutan yang meliputi; keberlanjutan ekonomi, sosial, dan
ekologi sebagai a triangular framework. Dalam laporan Bank Dunia tentang
Indonesia tahun 1992 berjudul Indonesia Sustaining Development dibahas tiga

dimensi komplementer pembangunan,_berkelanjutan, vaitu: 1) mempertahankan

emanfaatkan kesempatan

i(RintugnM 2005).
a bgektif pembangunan  ber-

kelanjutan meliputi: pange e | kebgflanjutan terkait dan
bagian dari ’ konteks global dan
mengakui bahwa so nat memiliki konsekuensi
global. dividu mempengaruhi dan

menimbulkan dampak di tempaf” vagg" |28, mengingat perbedaan pandangan
sebelum mencapal keputusan atau peniiaian, menyadari banwa nilai-nilai
ekonomi, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial bersaing untuk kepentingan
orang-orang dengan kepentingan yang berbeda dan latar belakang yang saling
berinteraksi, melihat semua manusia memiliki atribut universal, mengetahui
bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan saja tidak dapat menyelesaikan semua
masalah manusia, menekankan peran partisipasi publik dalam masyarakat dan
pemerintah dalam pengambilan keputusan. Orang yang hidupnya akan
terpengaruh oleh keputusan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan,
transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, menggunakan
prinsip kehati-hatian dan mengambil tindakan untuk menghindari kemungkinan
kerusakan lingkungan atau sosial yang serius atau tidak dapat diperbaiki bahkan

ketika pengetahuan ilmiah tidak lengkap atau tidak meyakinkan. Adalah penting
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bahwa pendidik, pemimpin, dan warga mengakui bahwa pembangunan
berkelanjutan merupakan konsep yang berkembang, sehingga perspektif
keberlanjutan dapat tumbuh dan berubah.

Menurut UNESCO (2012), pengertian pembangunan berkelanjutan adalah
"pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”.

Keberlanjutan adalah paradigma

perpikir tentang masa depan Yyang

mempertimbangkan li@gkungan, sosial dan ekon@mi yang seimbang dalam

mengejar pembanginan i ASWiidup. Ketiga bidang,

masyarakat, lingkungan onom@™sali Sebafei contoh, masyarakat
L/

yang sejahtera erg‘@ padg ntuk menyediakan

mengejar pembangunan ekor® emiliki tempat dalam paradigma
keberlanjutan. Ada perbedaan antara pembangunan Derkelanjutan dan
keberlanjutan. Keberlanjutan sering dianggap sebagai tujuan jangka panjang
(yaitu dunia yang lebih berkelanjutan), sedangkan pembangunan berkelanjutan
mengacu pada banyak proses dan jalur untuk mencapai itu (misalnya pertanian
berkelanjutan dan kehutanan, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan,
pemerintahan yang baik, penelitian dan transfer teknologi, pendidikan dan

pelatihan).

Menurut Litman (2013), berbagai isu keberlanjutan mencangkup penekanan
keberlanjutan dalam peningkatan pembangunan aspek kualitas daripada
pertumbuhan (peningkatan kuantitas), dan mengakui keterbatasan sumber daya

dan risiko ekologis. Victoria Transport Policy Institute tahun 2006 telah
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merangkum berbagai isu dalam keberlanjutan yang menyangkut aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan.

Tabel 2.2. Sustainability Issues

No Economic Social Environmental

1  Affordability Equity (Keadilan) Pollution prevention
(keterjangkauan) (pencegahan polusi)

2 Resource efficiency Human health (Kesehatan Climate protection
(efisiensi sumberdaya) manusia) (perlindungan iklim)

3 Cost internalization
(internalisasi biaya) at)  (keanekaragaman hayati)

4 Employmentand b Precautionary action
act|V|ty (Pekerjaapilan (tindakan pencegahan)

Biodiversity

Educaiig Commumty

hitat preservation
(peberkelanjutanan

Implikasi progtam yAf hiosi kj? adalah dibutuhkan
adanya prasyara " A gunang yang berkelanjutan.
Adapu prasyarat sHgiaipe

Tabel 2.3. Prasyarat Su
No Kata kunci
1  Keberlanjutan hasil elakukan regenerasi sumber daya alam
2 Keberlanjutan lingkungan Berkelanjutan sistem dan proses
3  Keberlanjutan masyarakat Penyesuaian dengan batas-batas ekologis:

keadilan social
4 Pembangunan berkelanjutan  Melakukan proses positif perubahan
social

Sumber: WCED (1989).

Sidang umum Perserikatan Bangsa—Bangsa (PBB) pada 25 September
2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda
Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan
global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi
menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000-2015. SDGs
berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh
bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 tujuan, salah satu tujuan yang mengatur
tata cara dan prosedur adalah terciptanya masyarakat yang damai tanpa kekerasan,
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nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama
kemitraan multi—pihak. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif dan salah
satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada
seorang pun yang ditinggalkan”. Keselarasan SDGs atau Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan 2030, berkaitan dengan lingkungan, energi bersih serta upaya
menangani perubahan iklim (INFID, 2015).

kesenjangan, @1 konsumsi dan produksi

bertanggung|é

idupan di Darat dengan
penekanan pada proteks effembalikan,  meningkatkan

keberlanjutan  pemanfaatan farat, pengelolaan hutan yang
berkelanjutan, mengurangi tanah tandus (combat desertification), menghentikan
dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kehilangan keaneka-

ragaman hayati.

Pembahasan SDGs di United Nations Forum on Forests Workshop on
Review of International Arrangement on Forests di Wina, Austria, Oktober 2013,
dan pada Sidang FAO Asia Pacific Forestry Commission di Rotorua, New
Zealand, November 2013, mengemukan isu tentang perlunya Stand Alone Goal on
Forests. Stand Alone Goal on Forests tersebut perlu merujuk pada empat Global
Goals on Forests yang disepakati dalam Non-Leggally Binding Instrument on
Forests diadopsi oleh Sidang Umum PBB ke-74 tahun 2007 melalui Resolusi
62/98, yaitu: (1) membalikkan kehilangan tutupan hutan, (2) meningkatkan peran
dan manfaat hutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan, (3) meningkatkan
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kawasan yang dikelola secara lestari, dan (4) membalik penurunan ODA untuk
pengelolaan hutan lestari (DEPHUT, 2014).

Bauer et al., (DIE, 2015) menjelaskan bahwa tujuan/sasaran ke-15 adalah
melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan dari
ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan,
menghentikan dan membalikkan degradasi lahan serta menghentikan hilangnya

keanekaragaman hayati. Secara umurg tujuan ke-15 adalah tentang pemanfaatan

berkelanjutan tanah

keanekaragaman

yang sehat sefia

lingkungan.

basah, pegunungan dan laham an dengan kewajiban berdasarkan
perjanjian internasional, 2) mempromosikan  peiaksanaan manajemen
berkelanjutan dari semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, memulihkan
hutan yang rusak, dan meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global.
Lebih khusus, gagasan pengelolaan hutan lestari tampaknya terutama fokus pada
penebangan kayu, sedangkan konversi hutan menjadi lahan pertanian adalah
pendorong utama deforestasi global. Ini tampaknya tidak secara memadai
tercermin, 3) mengurangi penggurunan, dan mengembalikan lahan dan tanah yang
rusak, termasuk tanah yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan
berusaha untuk mencapai degradasi yang netral, 4) menjamin konservasi
ekosistem gunung, termasuk keanekaragaman hayati, untuk meningkatkan
kapasitas mereka untuk memberikan manfaat yang penting untuk pembangunan

berkelanjutan™, 5) mengambil tindakan segera dan signifikan untuk mengurangi
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degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati,
melindungi dan mencegah ancaman kepunahan spesies, 6) menjamin pembagian
yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber
daya genetik, dan mempromosikan akses yang tepat untuk sumberdaya genetik,
7) mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan
satwa dilindungi flora dan fauna, 8) memperkenalkan langkah-langkah untuk

mencegah lebih awal dan secara signifikan mengurangi dampak dari spesies asing

menerapkan konsep keberianjutan, maka konsep pembangunan harus berubah
dengan orientasi pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang
ada pada wilayahnya. Keberlanjutan berinteraksi pada kebutuhan lokal dan

dinamika global, sehingga ada sinkronisasi antara kebutuhan lokal dan global.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya
yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat
menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga
yang paling humanistik”. Dengan kata lain proses pembangunan merupakan
proses memanusiakan manusia (Rustiadi dkk., 2011), sedangkan menurut Todaro
dan Smith (2004) pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang
dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami
pembangunan yang paling hakiki, ‘yaitu kecukupan (sustainance) memenuhi
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kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jatidiri (self-esteem), serta

kebebasan (freedom) untuk memilih.

Menurut Owens dan Shaw (1980), pelajaran dari proses pembangunan yang
tidak berhasil secara luas adalah pembangunan tidak dapat diekspor,
pembangunan adalah proses perubahan yang harus didukung oleh pemerintah

serta rakyat negara masing-masing, suatu proses vang harus menguntungkan bagi

ECR A
bantuan luar negeri t@emba inanya
%se enévg

1.
masyarakat tahap demi tahp harUs diletakkan pada masyarakat itu sendiri.

2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas
untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya sifatnya fleksibel
menyesuaikan dengan kondisi lokal

4. Di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada
proses sosial learning yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif
antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai
evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.

5. Proses pembentukan jejaring (networking) antara birokrasi dan lembaga
swadaya masyarakat, satuan-sauan organisasi tradisional yang mandiri,
merupakan kegiatan integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan
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kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber,
maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun
horizontal.
Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat,
memerlukan upaya-upaya strategis yang memberikan peningkatan daya dan
kemampuan kepada rakyat/ masyarakat. Nasdian (2015) menyatakan bahwa perlu
adanya proses yang mengalirkan daya (flow of power) dari subjek (penguasa) ke
objek (yang dikuasai)

b. Pemberdayag

sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam

stakeholers lainnya.

Konsep pemberdayaan telah mengubah paradigma pembangunan saat ini
dan mengalami pergeseran dari paradigma production centered development ke
paradigma people centered development, sehingga idealisme  kebijakan
pembangunan dan pengembangan kelembagaan di tingkat nasional, lokal, dan
komunitas merujuk pada implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi,
pemberdayaan, berkelanjutan, jejaring, sosial, keswadayaan lokal, dan prinsip
sustainability. Berdasarkan pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat, maka
konsep pemberdayaan menjadi sangat penting. Pemberdayaan (empowerment)
merupakan konsep yang dapat menempatkan masyarakat pada pilihan-pilihan

objektif terhadap kepentingannya .. dan . menentukan keputusan-keputusan
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kehidupannya. Cernea (1988) mengatakan dalam pembangunan perlu memberikan
prioritas pada faktor dasar dalam pembangunan, dengan “mengutamakan
manusia” dalam proyek-proyek pembangunan. Pernyataan ini sebagai alasan dasar
arah perubahan akibat kegagalan-kegagalan yang menimpa program-program

pembangunan yang kurang memahami aspek sosiologis.

Production People
Center

Development

esentralisasi

dikelompokkan dalam beberapa aspek: 1) pemberian akses kontrol kepada
masyarakat terhadap sumberdaya melalui partisipasi, kepedulian sosial, mutual
respect, 2) proses yang sederhana, orang memperoleh kontrol terhadap kehidupan
mereka, partisipasi yang demokrasi dalam kehidupan di komunitas mereka, 3)
pemahaman secara kritis terhadap lingkungan mereka. Amartya Sen dalam
Development as Freedom (1999) menyatakan bahwa inti dari demokrasi adalah
partisipasi dan emansipasi. Tidak akan partisipasi tulen tanpa adanya emansipasi.
Tanpa emansipasi maka, dengan istilah Amartya Sen, development as freedom
tidak akan terwujud, akan tetap berkelanjutan unfreedom membelenggu kemajuan.
Ketimpangan hubungan ekonomi ini haruslah dikoreksi dan negara harus
mengambil tanggungjawab. Rakyat perlu di-empowered untuk menjadi mampu

self-empowering.
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Ife dan Tesoriero (2008) menyatakan bahwa pusat dari pemahaman
pemberdayaan adalah kekuasaan dan keadaan-yang-merugikan (disadvantage).
Strategi untuk mencapai pemberdayaan dapat dilakukan dengan kebijakan dan
perencanaan, aksi sosial dan politik, dan pendidikan dan penyadar-tahuan, yaitu:

1. Kebijakan dan perencanaan dengan mengembangkan atau mengubah
struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih

adil kepada sumberdaya atau berbagal layanan dan kesempatan untuk

atkan keberdayaan.
ang yang lebih luas

Gafasan kebutuhan adalah hal
yang mendasar dalam kebijaka soslal, perencanaan sosial dan pengembangan
masyarakat. Berdasarkan keadilan sosial, HAM, dan pengembangan masyarakat,
kebutuhan dapat dilihat dengan dua cara: pertama, suatu keyakinan bahwa
kebutuhan manusia atau masyarakat seharusnya terpenuhi; kedua, bahwa manusia
atau masyarakat seharusnya mampu mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri
daripada kebutuhan itu didefinisikan oleh pihak-pihak lain. Ife dan Tesoriero

(2008) menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengembangan masyarakat.

Tabel 2.4. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat (PM)

No Prinsip Penjelasan
1 2 3
Prinsip-prinsip Ekologis
1 Holisme Segala sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang lain, dan oleh

sebab itu, sangat penting untuk menggunakan perspektif sistemik
yang luas dalam memahami isu, problem, proses apapun.
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1 2

3

2 Berkelanjutan/
Sustainabilitas

Terbentuknya tatanan sosial, ekonomi, politik yang baru,
struktur dan prosesnya harus berkelanjutan/sustainable.
Sustainabilitas mensyaratkan: penggunaan sumberdaya yang
tidak dapat diperbarui harus dikurangi atau dihilangkan, output
lingkungan dikurangi dan perlu adanya daur ulang, dan
pembatasan pertumbuhan.

3 Keanekaragaman

Menghargai keanekaragaman dapat mengatasi ancaman ekologis
pada budaya tunggal (monocultural), melawan tendensi kaum
modernls yanggaemaksa tatanan tunggal penglklsan identitas,

4  Perkembangan
organik

5

Perkembangan

6

Mengatasi
wacana-wacana
yang merugikan

arau erikan ruang
' masyarakat dengan

|dent|f|ka5| pendekatan
kekuasaan, dan menjelaskan
: stif yang mereka miliki dan

pandangan dalam wacana kemasyarakatan yang lebih luas.

8 Pemberdayaan

Menyediakan sumberdaya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan
dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka
untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan untuk
berpartisipasi serta memengaruhi kehidupan masyarakatnya.

Pemahaman dan komitmen terhadap HAM, pengertian negatif

(perlindungan HAM) dan pengertian positif (promosi mengenai
HAM).

9 Hak Asasi
Manusia (HAM)

10  Definisi
kebutuhan

Penekanan definisi kebutuhan dalam PM, memenuhi prinsip
menghasilkan kesepakatan diantara need-definers yang
diidentifikasi dan orang-orang yang diutamakan selama prinsip
ekologi dan keadilan sosial/ HAM tidak bisa dikompromikan.
PM dapat didefinisikan sebagai membantu masyarakat untuk
memahami kebutuhan mereka dan oleh karena itu berupaya
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menghargai yang Lokal

11 Menghargai
pengetahuan
lokal

Pengetahuan dan keahlian lokal mungkin menjadi paling
bernilai dalam memberikan informasi tentang PM, dan
pengetahuan serta keahlian lokal harus diidentifikasi dan
diterima bukan, ditempatkan lebih rendah dari pengetahuan luar.
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Lanjutan Tabel 2.4.

1 2 3
12 Menghargai Globalisasi dunia merampas identitas budaya masyarakat,
budaya lokal prinsip menghargai budaya lokal mengharuskan untuk

mengatasi persoalan tersebut, bahwa tradisi dan proses budaya
lokal diakui dan didukung sebagai bagian dari proses PM.
Budaya dapat digunakan untuk mendorong budaya lokal yang

partisipatif.
13 Menghargai Masyarakat memanfaatkan sumberdayanya sendiri, yang
sumberdaya meliputi sumberdaya finansial, teknik,alam, dan manusia.

local Dukungan su

c daya dari luar hanya bersifat sementara
14 Menghargai )6
keterampilan
masyarakat lokal

pilan tersebut akan
skill-sharing untuk

15 Menghargai (
proses lokal 3 -TE:-;.: ik da sangat peka terhadap

16  Partisipasi mua orang dalam

a yang sangat penting

Prinsip-Prinsip Proses

17  Proses, nilai dan . as ge \alft) terintegrasi, proses diletakkan
visi CKS

struktural. dea an jangka pendek harus sesuai visi utama dan

berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat serta

mencakup layanan dan perjuangan.

18 Integritas proses Membangun proses masyarakat berjalan dengan baik, proses
harus sesuai dengan harapan visi atau hasil menyangkut isu
(keberlanjutan, keadilan sosial, HAM)

19  Menumbuhkan Membantu orang untuk bersama-sama menemukan pengalaman

kesadaran hidup mereka. Dan menghubungkan dengan struktur atau
wacana kekuasaan dan penindasan dengan suatu pandangan
untuk menciptakan ruang untuk aktivitas yang efektif untuk
perubahan. 4 aspek menumbuhkan kesadaran: hubungan
personal dan politik; mengembangkan hubungan dialogis;
berbagi pengalaman tentang penindasan dan membuka
kemungkinan untuk bertindak. Penumbuhan kesadaran
merupakan bagian esensial dari pemberdayaan, dan
pengembangan masyarakat.

20 Kerjasama dan Pentingnya struktur yang kooperatif dan bukan kompetitif. PM
konsensus bertujuan membangun struktur dan proses alternatif yang
didasarkan pada kerjasama, bukan konflik.




32

Lanjutan Tabel 2.4.

1 2 3
21 Langkah Masyarakat sendiri yang harus menentukan langkah melakukan
pembangunan perkembangan, PM yang berhasil akan menggerakkan

masyarakat, dan pekerja masyarakat yang sukses akan mampu
menilai langkah dan tindakan yang selaras, tidak mendorong
masyarakat untuk bergerak lebih cepat daripada dinamika yang

dimiliki.
22 Perdamaian dan  Prinsip anti kekerasan lebih dari sekedar membebaskan
anti kekerasan kekerasan fisik diantara orang-orang. Gagasan kekerasan

[ ahwa struktur dan institusi sosial dapat
ari perspektif PM, perlu upaya

23 Inklusivitas 2o herlavianan (merangkul,

@bedaan de, nilai dan politik.

24 Membang
masyarakat

Prinsip-prinsip Globe

25  Menghubungka
yang global dan

lokal
masyarakat den an gerakan global untuk perubahan.
26  Praktik anti- Melawan praktik kolonialisme, berupa kesadaran diri yang
kolonialis kritis; pekerja yang menempatkan dalam budaya dominan dan

menjabarkan implikasinya; memunculkan ruang untuk
memunculkan wacana dan alternatif; melangkah mundur,
mendengar dan belajar, sebelum bertindak; bekerja dengan
menjaga solidaritas dengan masyarakat; bekerja dengan
masyarakat; menerapkan uji timbal balik, bagaimana jika kita
yang dikenai suatu pembangunan.

Sumber: Ife dan Tesoriero (2008)

Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam setiap proses kegiatan
pengembangan masyarakat dengan penyesuaian pada potensi dan kapasitas

sumberdaya yang ada.

Narayan (2002) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah “empowerments
is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in,

negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect
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their lives”, yang dapat diterjemahkan sebagai perluasan aset dan kemampuan
masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, pengaruh,
pengawasan, dan memegang tanggungjawab kelembagaan yang berdampak pada
kehidupannya. Selanjutnya untuk meningkatkan  kebebasan memilih dan
bertindak (freedom of choice and action), pemberdayaan harus mendukung empat
elemen penting, yaitu: 1) akses terhadap informasi; 2) partisipasi; 3) akuntabilitas;

dan 4) kapasitas organisasi lokal. H

| ini akan berdampak pada: 1) perbaikan

sistem akses yang berke pelayanal nklusif; 3) pelayanan akses
pasar dan bisnis; 4) pénguatan m 5@#% il; 5)fpenguatan organisasi orang
miskin; 6) meningkatkanes ebebas ili

L/

Keterbatasen n@kat dega : genumbuhan prakarsa

murni dala asyar yang atif belum maju.

usaha ekonomif ECal 3F nguntu@an, te

gsur-an@sur masyarakat desa

untuk memasuki

api risikonya tinggi.

dapat belajar dar A _ ¥ 1999). Pemberdayaan
masyarakat merupakan g 3 angdfasilitasi kepada masyarakat
yang memiliki keterbatasan e | gkatkan kesejahteraannya secara
mandiri. Pemberdayaan tersebut terutama diarahkan pada masyarakat yang
miskin sumberdaya, yaitu kelompok perempuan karena dominasi kaum pria.
Dikaitkan dengan posisi kekuasaan, pemberdayaan merupakan proses
menyamakan akses pada sumberdaya sehingga memungkinkan banyak pilihan
dan masyarakat yang diberdayakan memiliki kemandirian dalam kehidupannya.
Pengertian pemberdayaan masyarakat memberi kesimpulan bahwa tujuan
pemberdayaan masyarakat adalah membangun mekanisme bottom-up atau change
from below, sehingga tujuan itu menjadi dasar dalam pembangunan masyarakat.
Menurut Ife dan Tesoriero (2008), pemberdayaan masyarakat minimal
membutuhkan enam tahapan yang harus dilalui, yaitu: 1) pemilahan antara proses
dan hasil, 2) pentingnya pengintegrasian proses, 3) peningkatan kesadaran, 4)

partisipasi sebagai bagian dari demokrasi, 5) membangun kerja sama, dan 6)
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community building. Selanjutnya pemberdayaan akan meningkatkan partisipasi
dan kesadaran masyarakat yang saling membutuhkan serta mampu meningkatkan

interaksi baik formal maupun informal dalam memenuhi kebutuhan bersama.

Pemberdayaan yang berpusat pada masyarakat tidak semuanya benar,
karena dalam praktiknya masih dibutuhkan peran pemerintah dalam pembangunan
masyarakat. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Abbott (1995) dan

Nemon (2002). Pengembangan iaa€Vasakat sebenarnya adalah bentuk spesifik

Community
pemberdayaan

yang dimiliki, menjadikan masyarakat Toro iebin konsisten daiam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya hutan. Hal ini ditunjang oleh keeratan hubungan yang
terjalin antara masyarakat Toro dan sumberdaya hutannya, disebabkan sistem nilai
dan norma sosial yang masih bertahan di Toro. Keeratan hubungan tersebut
ditunjang pula oleh adanya kejelasan hak milik (property right) dan aturan-aturan
lokal, yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat Toro.

2. Pembangunan Hutan Rakyat yang Berkelanjutan
a. Fungsi dan Manfaat Hutan Rakyat

Berdasarkan Permenhut Rl No: P.9/MENHUT-11/2013, hutan rakyat di-
definisikan sebagai hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik

maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25
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(dua puluh lima perseratus) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan
tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus). Dalam kenyataannya
masih terdapat perbedaan dalam definisi, dalam bahasa rakyat yang tinggal di
perdesaan segala sesuatunya dilukiskan dengan bahasa yang sederhana. Menurut
rakyat, hutan negara adalah kawasan hutan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara,
sedang rakyat tidak memiliki hak atas manfaat semua sumber kekayaan yang ada

di dalam hutan. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menentukan bahwa hutan,

kepentingan wilayan yang iebin fuas. Undang Undang Ri No. 41 Tahun 1999
tentang kehutanan Pasal 18 Ayat 2 menetapkan bahwa propinsi dan kabupaten
harus mencadangkan penggunaan lahan dalam bentuk tutupan seluas 30% dalam
rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Data luas daratan provinsi DIY adalah
318.580 hektar, sehingga membutuhkan 95.574 hektar (30% luas daratan). Data
luas lahan hutan negara di provinsi DIY seluas 16.819,52 hektar (5,28% dari luas
daratan). Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi amanat UU RI No.
41/1999 perlu kebijakan menambah areal hutan di luar kawasan hutan negara
dengan alternatif memperluas dan memperbaiki kualitas hutan rakyat dan negara.
Menurut data Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi DIY tahun 2004 bahwa
luas hutan negara dan hutan rakyat adalah 56.211,34 (17,64% dari luas DIY),
sehingga masih kekurangan luas hutan sebesar 38.388 hektar (12,36%).
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Berdasarkan keadaan tersebut, perlu kebijakan dalam pemanfaatan hutan rakyat
yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat pengelola dan kepentingan
wilayah secara luas.

Menurut Puspitojati dkk. (2014), hutan rakyat adalah hutan tanaman yang

tumbuh di lahan milik rakyat. Seharusnya hasil hutan tanaman sama dengan hasil

hutan rakyat. Saat ini, hutan tanaman hanya menghasilkan kayu, sedangkan hutan

rakyat yang berada di kawasan periindungan di daeran-daeran huiu suatu DAS.

Menurut pemahaman rakyat, hutan rakyat adalah kumpulan pohon-pohon
yang ditanam di lahan milik rakyat, semua sumberdaya yang ada “sepenuhnya”
menjadi milik rakyat. Perbedaan ini seringkali berdampak kepada cara kita
memahami sosok hutan rakyat tersebut, dan cara pandang kita mengembangkan
dan melindungi hutan rakyat di seluruh Indonesia yang berbeda pengetahuan
lokalnya, dan lebih khusus lagi di Pulau Jawa. Bagi pemiliknya, hutan rakyat
merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Pola
pemanfaatan dan interaksi masyarakat desa dan hutan rakyat cukup beragam dan
berbeda-beda satu sama lain, tergantung dari kesuburan tanah, kultur masyarakat
secara umum, dan kebijakan lokal kabupaten yang terkait dengan pengembangan
hutan rakyat (BPKH, 2009). Akar historis hutan rakyat, masyarakat menanam
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pohon-pohonan dimulai dari “tokoh masyarakat panutan” dan usaha
pengembangan hutan rakyat dimulai dari keluarga. Hutan rakyat juga berkembang
dengan adanya intervensi program penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah.
Hakikat hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat secara individu,
sehingga hak hutan rakyat dapat dikategorikan sebagai kepemilikan individual
(private  goods). Dalam pemanfaatan hutan rakyat, pemilik harus

mempertimbangkan kepentingan umgum, sehingga konsep ekologi menjadi

hanya dengan k
bagi pendud

Qil Igbih dariZ880 jutagiwa di antaranya,

yang hilang per
ini ditebangi hasil-hasilnya tanpa
memerhatikan aspek dampaknya terhadap
kesejahteraan rakyat miskin, an juga berakibat pada hilangnya
keanekaragaman hayati giobai yang tidak tergantikan dan turut menyebabkan
perubahan iklim global, yang mengancam orang kaya maupun miskin. Hutan
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari misi Bank Dunia untuk pengentasan
kemiskinan, sekaligus komitmennya untuk menyelesaikan masalah-masalah
lingkungan global. Strategi sektor kehutanan Bank Dunia didasarkan pada tiga
tujuan yang saling memperkuat, yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan
ekonomi, dan berkelanjutan nilai-nilai lingkungan kehutanan. Komitmen Bank
Dunia mencakup semua negara, baik negara yang memiliki banyak hutan maupun

yang sedikit, serta untuk semua jenis hutan (Chomitz et al., 2007).

Mengacu pada UU Kehutanan No. 41 tahun 1999, arah pengembangan
hutan rakyat berorientasi pada usaha-usaha rehabilitasi dan konservasi lahan di

luar kawasan hutan negara, penganekaragaman hasil yang diperlukan oleh
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masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan kayu sebagai bahan
baku bangunan, bahan baku industri, penyediaan kayu bakar, usaha perbaikan tata
air dan lingkungan, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan hutan negara.
Hutan juga merupakan salah satu penyangga penting bagi kehidupan umat
manusia dengan berbagai fungsinya, yaitu fungsi hidrologis yang menjaga
kualitas dan kuantitas air (air tanah maupun air permukaan). Hutan berfungsi

menjaga keanekaragaman hayati (bigdiversiti) dan hutan yang didominasi oleh

mempertahanka ahan sehingga daya
dukung, produltifitas ‘dak lenr lam @duku sistem penyangga
kehidupan tetap terj Shivie N HUT /2013) Karakteristik

hutan rakyat bila ¢
dkk., 2007):

yang kurang subur, kondisi topografi yang suiit, tenaga kerja terbatas,
kemudahan pemeliharaan, dan faktor risiko kegagalan yang kecil.

b) Hutan rakyat tidak mengelompok dan tersebar berdasarkan letak dan luas
kepemilikan lahan, serta keragaman pola wanatani pada berbagai topografi
lahan.

c) Pengelolaan hutan rakyat berbasis keluarga, yaitu masing-masing keluarga
melakukan pengembangan dan pengaturan secara terpisah.

d) Pemanenan hutan rakyat berdasarkan sistem tebang butuh, sehingga konsep
keberlanjutan hasil belum berdasarkan kontinuitas hasil, yang dapat
diperoleh dari perhitungan pemanenan yang sebanding dengan pertumbuhan

(riap) tanaman.
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e) Belum terbentuk organisasi yang profesional untuk melakukan pengelolaan
hutan rakyat.

f) Belum ada perencanaan pengelolaan hutan rakyat, sehingga tidak ada petani
hutan rakyat yang berani memberikan jaminan terhadap kontinuitas pasokan
kayu bagi industri.

g) Mekanisme perdagangan kayu rakyat di luar kendali petani hutan rakyat

sebagal produsen, sehingga keuntungan terbesar dari pengelolaan hutan

akibat adanya pe
baku kayu. Hal itas kayu dari hutan

negara yang dig buatan tanaman.

Hutan rakyat di tuk mencukupi kebutuhan
akibat dari pende yan@oatas. Dengan keterbatasan
sumberdaya dar At « [ eksploitatif untuk

lingkungan/ ekologis terbatas menghindari perilaku eksploitatif
yang dapat menurunkan daya dukung hutan sebagai pendukung lingkungan/
ekologi, perlu diupayakan alternatif dalam mendapatkan sumber-sumber ekonomi
di luar lahan sawah dan lahan hutan. Salah satu upayanya adalah dengan
mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif yang berbasis pada kemampuan
sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal. Pengembangan usaha ekonomi
kreatif di wilayah ini, akan memberikan kemampuan ekonomi dan selanjutnya
petani akan mau untuk menerapkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan
dengan berpartisipasi dalam pengembangan pengelolaan hutan yang

berkelanjutan.

Menurut Mardikanto (2013"), secara konseptual kerusakan sumberdaya
alam antara lain disebabkan karena kemiskinan dan pada gilirannya kemerosotan

kualitas sumberdaya alam  merupakan penyebab terjadinya kemiskinan.
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Gambaran tentang hubungan antara kemiskinan dan kerusakan sumberdaya alam
seperti itu secara ekologis oleh Suparlan (Mardikanto, 2013") sebagai akibat atau
merupakan hasil interaksi dari: lingkungan budaya, lingkungan sumberdaya fisik,
dan lingkungan kelembagaan. Perhutanan rakyat adalah usaha yang berbasis hutan
dan lahan dengan hasil kayu dan bukan kayu, yang pengelolaannya diutamakan
pada pengembangan ekonomi rakyat dengan memperhatikan aspek sosial, budaya

dan penyelamatan lingkungan. Kebergdaan hutan bukan hanya sebagai penghasil

0Qi, azas i ckonomi tetap merupakan

A

[ Mresou ement and community
fkanto g : iersebut harus dikaji

mekanisme harga
pasar

Pengelolaan hutan rakyat belum . (;I’elia.nan
memperhatikan aspek manajemen Industri yang
semakin

intensif

T2

Belum ada penataan Belum ada organisasi
pengelolaan hutan

Belum ada perencanaan li 4' Kapasitas manajemen rendah |

Belum ada deliniasi unit Kelompok tidak solid dan efektif |

Belum ada inventarisasi hutan

Gambar 2.2. Pohon Permasalahan Hutan Rakyat yang Mengancam
Keberkelanjutan (Sumber: Awang dkk., 2007)
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Sumberdaya alam hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga
kehidupan manusia dan sumber kemakmuran rakyat. Oleh karena itu,
keberadaanya harus dipertahankan secara optimal serta fungsi dan daya
dukungnya perlu dijaga keberlanjutannya. Dalam pemanfaatan sumberdaya alam
hutan harus berdasarkan asas keberlanjutan, baik keberlanjutan alam/ ekosistem,
keberlanjutan sosial maupun keberlanjutan ekonomi (Santosa, 2005). Menurut

Undang-undang Rl Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem

berkelanjutan dengan iima tujuan, yaitu: 1) menjamin keberadaan hutan dengan
luasan cukup dan sebaran proporsional, 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan
yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk
mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang berkelanjutan,
3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), 4) meningkakan
kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara
partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga  mampu
menciptakan ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan akibat perubahan

eksternal, 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hutan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia. Dari
segi produknya, hutan menghasilkan tiga kelompok produk, yaitu: kayu, hasil
hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, atau dari aspek kemanfaatannya
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hutan menghasilkan tiga kelompok manfaat, yaitu: lingkungan, sosial dan
ekonomi (Puspitojati, 2014). Pentingnya pengelolaan hutan oleh masyarakat
karena kebanyakan masyarakat pedesaan, dan khususnya masyarakat asli
mempunyai tradisi turun menurun dalam mengelola hutannya, seperti pengelolaan
sumberdaya hutan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat dan praktik
pengelolaannya dilakukan melalui upaya kerjasama atau bersama-sama dengan

anggota masyarakat. Mereka berhasil membangun sejumlah kebijakan, ilmu

pengetahuan dan ketrargghe I amin kelangsungan pengelolaan

Hutan rakyet dapa . Menurut Eriyatno
(2012), menjelang at@ 21 sqi8 I, perbahan besar-besaran
dalam prakie j del< disadari. Para

keterpaduan daf keter . Perihaim |tanda@wgan derbagai  terminologi
yang popular I 5 kronisasi, koperasi, kohesi,

komplementer, dan berjaringan

sistem, pengeioiaan hutan rakyat memeriukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
kohesi, komplementer, kemitraan, harmonisasi, sinergi, aliansi dan berjaringan
(networking) khususnya dalam input, proses, dan outputnya serta outcome-nya.
Dilihat dari model kesisteman, dibutuhkan pandangan secara integral dan

menjauhkan pola spesialisasi yang berlebihan yang dapat mengakibatkan masalah.

Hutan rakyat sebagai suatu system, harus dikelola dengan memperhatikan
kepentingan berbagai fungsi yang menjamin keharmonisan sistem hutan rakyat
yang berkelanjutan. Sistem yang terdiri atas input (yang bisa dikendalikan dan
tidak bisa dikendalikan), proses, dan output (yang diinginkan dan tidak
diinginkan). Dari berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengarahkan
pengelolaan hutan rakyat sesuai dengan yang diinginkan (pengelolaan hutan
rakyat yang berkelanjutan) dan menghindari kondisi output yang tidak diinginkan
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(ketidakseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan), maka rekayasa yang

dapat dilakukan melalui perencanaan model yang mengutamakan pada komponen

input yang dapat dikendalikan (aspek manusia). Rekayasa yang memungkinkan

adalah membuat sebuah model pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dengan
memadukan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi.

Input Lingkungan

keadaan alamiah

Output yang diinginkan
(keseimbangan aspek
ekonomi-sosial-lingkungan
atau pengelolaan hutan

yang berkelanjutan)

Input yang tidak bisa
dikendalikan
(Keadaan alam: tope

Perngelolaan

Hutan Rakyat
ey

% A Output yang tidak

diinginkan
etidakseimbangan aspek
(Sumberdaya manusia) &= > konomi-sosial-lingkungan)

Menurut Mardikanto (2013"), pemberdayaan masyarakat untuk penghijauan
dan rehabilitasi hutan dan lahan partisipatif, bertujuan untuk melibatkan semua
potensi masyarakat terutama perguruan tinggi, kelompok/ organisasi
kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan
kehutanan secara berkelanjutan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kegiatan
akan memberikan manfaat jangka panjang terhadap: 1) peningkatkan peran serta
dan pengorganisasian masyarakat dalam pembangunan kehutanan, khususnya
kegiatan rehabilitasi hutan/ penghijauan, 2) peningkatan potensi dan keberlanjutan
sumberdaya alam, 3) perluasan kesempatan berusaha dan kerja, 4) peningkatan
produktifitas hasil hutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan
industri (agroindustri, pariwista), 5) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

dan devisa negara.
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Konsep pemanfaatan hutan rakyat harus mengacu pada dimensi waktu yang
tidak terbatas atau memenuhi prinsip keberlanjutan. Mary V. Gold (Mardikanto,
2013°) menyatakan bahwa pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture)
memadukan tiga tujuan yang meliputi: pengamanan lingkungan, pertanian yang
menguntungkan dan kesejahteraan masyarakat petani. Selanjutnya menurut
Mardikanto, pertanian berkelanjutan adalah suatu model dari organisasi sosial

ekonomi yang berbasis pada visi pembangunan yang merata dan partisipatif, yang

indi

g lebi

Sesial

(2008), masyarakat yang tingga di sekitar hutan, sesungguhnya, dapat menjadi
pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka
merupakan komponen yang paling krusial dalam mengelola dan melestarikan
hutan. Perilaku masyarakat yang positif dalam berinteraksi dengan hutan akan
mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang lestari, sedangkan bentuk perilaku
yang negatif akan mengarah pada terciptanya eksploitasi dan pemanfaatan hutan
secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada
akhirnya berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri

Soekanto (1982), menyatakan bahwa naluri dari manusia untuk selalu hidup
dengan orang lain, disebut gregariousness dan karena itu manusia juga disebut
social animal (hewan sosial; hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa
hidup bersama). Di dalam hubungan antara manusia dan manusia lain, yang
agaknya paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-
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hubungan. Reaksi tersebut yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi
bertambah luas. Sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau
keinginan pokok yaitu: 1) keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain
disekitarnya (yaitu masyarakat), 2) keinginan untuk menjadi satu dengan suasana

alam sekelilingnya.

Selanjutnya Soekanto (1982), menjelaskan bahwa menghadapi dan

menyesuaikan  diri denga crsebut, menimbulkan  kelompok-

3.

ideologi poiitik yang sama dan iainnya. Tentunya faktor mempunyai musuh

bersama misalnya, dapat pula menjadi faktor pengikat/ pemersatu.
4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.

Kehidupan masyarakat secara umum menunjukkan bahwa individu hidup
berdampingan dengan orang lain sehingga akan memberikan makna yang lebih
sebagai makhluk sosial. Hutan rakyat sebagai sebuah sistem juga membutuhkan
keterlibatan orang secara bersama dalam memelihara kelangsungannya, dalam
pengelolaan hutan rakyat para petani berhimpun dalam satu kelompok yang
memungkinkan dicapainya tujuan secara bersama berdasarkan kebutuhan bersama
pula. Di samping itu, hutan sebagai sebuah sistem juga harus mampu memberikan
hasil berupa komoditas lain dan jasa-jasa untuk kepentingan pemilik lahan secara

internal dan masyarakat lebih luas.
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Keanggotaan dalam kelompok tidak dapat dihindari dan universal.
Sepanjang hari kita berinteraksi dan pertama-tama dalam satu kelompok
kemudian dalam kelompok lainnya. Kehidupan keluarga kita, waktu luang Kita,
hubungan pertemanan kita, dan pekerjaan kita. Semuanya berhubungan dengan
kelompok. Selanjutnya manusia hidup dalam kelompok kecil. Kita akan seperti itu
dan akan selalu seperti itu. Evolusi manusia bergantung pada orang-orang yang

datang bersama dari berbagai macam kelompok kehidupan, pekerjaan, dan

akyat. Hal ini dikarenakan
selalu ada dalam
pekembangan setiap masyarakat dan menyangkut perubanan sosial serta
perubahan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat dan pembangunan.
Interaksi antarindividu dalam suatu kelompok menentukan kualitas suatu
kelompok dan selanjutnya perkembangan kelompok ditentukan oleh adanya

dinamika kelompoknya.

Lewin dengan Teori Medan (field theory) menyatakan bahwa perilaku orang
yang disimbolkan dengan huruf B merupakan fungsi dari karakteristik individu
(persons) yang disimbolkan dengan huruf P dan lingkungan yang disimbolkan
dengan huruf E. Kurt Lewin merumuskan suatu model hubungan perilaku (B)
adalah fungsi karakteritik individu (P) dan lingkungan (E), yaitu: B = f(P.E).
Teori ini kemudian diterapkan dalam kelompok, dan selanjutnya dikenal dengan
teori dinamika kelompok (Brigham, '1991; Schultz dan Schultz, 1992).
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Selanjutnya Brigham (1991), menjelaskan bahwa karakteristik individu terdiri atas
variabel motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang dapat saling
berinteraksi antarvariabel tersebut dan dapat juga berinteraksi dengan faktor-
faktor lingkungan sehinga mempengaruhi perilakunya. Kekuatan faktor
lingkungan lebih lebih besar daripada karakteristik individu dan keadaan ini dapat
menjadi sebab perubahan prilaku menjadi lebih kompleks.

lapat digambarkan oleh suatu diagram. Jika seseorang
memiliki motivasi it @a ‘ tujuan, maka motivasi
tersebut mengindikasikan valefSi itl un kanginan tersebut akan

baran %\a da

gnsi u enumgyuk nilai positif atau

yang berperan untuk beberapa gerakan dalam usaha untuk memperbaiki
keseimbangan. Lewin percaya bahwa perilaku manusia meliputi the continual
appearance dari tegangan, locomotion (daya penggerak), and relief. Rangkaian/
urutan ini adalah sama untuk kebutuhan-aktivitas-pertolongan (relief). Bilamana
suatu kebutuhan dirasakan, suatu kondisi dari keberadaan ketegangan, dan
organisme berusaha untuk mengurangi ketegangan dengan aktivitas untuk
memperbaiki keseimbangan. Teori medan (field theory/ FT) dalam fisika
ditunjukkan Lewin untuk mempertimbangkan bahwa aktivitas psikologi orang
terjadi dalam medan/ lapangan psikologi, yang dia sebut ruang hidup (life space/
LS). LS meliputi semua kejadian-kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan
datang yang kemungkinan mempengaruhi seseorang. Dari suatu sudut psikologi,

masing-masing dari kejadian-kejadian dapat menentukan prilaku dalam suatu
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situasi yang biasa. Kemudian LS terdiri atas kebutuhan-kebutuhan individu yang

berinteraksi dengan lingkungan psikologi.

Menurut Notoatmodjo (2014), teori Lewin menyatakan bahwa perilaku
manusia itu dilihat dalam konteksnya. Hal ini berarti bahwa perilaku manusia
bukan sekedar respons dan stimulusmelainkan juga produk dari berbagai gaya
psikologis vang disebut ruang havat (life space). Perilaku merupakan hasil

interaksi antara “respons” environment (lingkungan). Perilaku
manusia adalah suat . antara kekuatan-kekuatan
pendorong (driving aam (restrining forces).
Perilaku itu da angan antara kedua

Aspek fis ' itagyi RNUSI rupakan bagian dari
i udian stimulus yang
ditangkap oleh indra t8ksel i ' . udian otak mengolahnya,
ke anggota tubuh (motorik),
dan akhirnya terjadilah tindakanatau perilaku sebagal bentuk respons dari orang
yang bersangkutan. Johnson dan Johnson (2012), menyatakan meminjam konsep
dari bidang fisika mengenai tekanan, Lewin menciptakan teori bahwa seseorang
dapat menggerakkan bagian yang berbeda-beda dalam ruang kehidupan mereka,
dapat dipaksa dengan paksaan atau ditarik dengan valensi yang ada sepanjang
garis vektor. Paksaan dan valensi paling kuat yang dialami seseorang, berasal dari
kelompok. Dari  pandangan teori ini, Lewin menyusun dasar teori dinamika
kelompok. Selanjutnya Lewin menyatakan bahwa teori dinamika kelompok
adalah suatu cara untuk menjembatani perbedaan antara ilmu yang teoritis,
kebijaksanaan umum, dan praktik demokratis. Dia mempunyai kesetiaan terhadap
demokrasi. Demokrasi juga merupakan pola kehidupan dengan pola tersebut
berdasarkan pada keikutsertaan yang menguntungkan dan interaksi terus menerus

dalam pengambilan keputusan untuk perubahanyang berguna.
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Berkaitan dengan dinamika kelompok bahwa di dalam kelompok terdapat
sebuah sistem kendali. Skinner (2013) menyatakan bahwa di dalam teori kendali
kelompok, individu tunduk pada kendali yang lebih kuat ketika dua atau lebih
orang memanipulasi variabel-variabel yang memiliki efek umum atas perilakunya.
Pengendalian yang dilakukan oleh kelompok setidaknya memberikan kerugian
sementara pada individu. Efek kendali kelompok bertentangan dengan perilaku

kuat individu. Perilaku egois ditekan, sementara altruism didorong. Akan tetapi,

stabil” ketika

keseimbangan.gDala Y Rcngen

atekan semua kelompok mempunyai
struktur dasar, yaitu peraturan dan norma-norma. Produktivitas kelompok
tergantung pada lima unsur dasar (saling ketergantungan yang positif), yaitu:
pertanggungjawaban individu, interaksi yang memajukan, penggunaan
keterampilan kelompok yang sesuai, proses dalam kelompok, semua kelompok itu
efektif. Untuk menjadi kelompok efektif, anggota kelompok harus:

1) memastikan komitmen satu sama lain untuk memperjelas tujuan bersama

yang menekankan saling ketergantungan anggotanya;

2) memastikan komunikasi yang tepat dan lengkap antar anggotanya;

3) memberikan sikap kepemimpinan dan memberi pengaruh yang sesuai;

4) menggunakan prosedur pengambilan keputusan yang sesuai dengan

situasinya sehingga meyakinkan bahwa semua kemungkinan cara lain
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mendapat perhatian yang sama dan lengkap serta kesimpulan tiap-tiap orang
diperdebatkan dan dianalisis secara kritis; dan
5) memecahkan konflik yang ada dengan cara yang membangun.
Kekuatan utama dalam mengubah prilaku individu adalah melalui proses
partisipasi di dalam kelompok. Individu cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh
kelompoknya dibandingkan pengaruh melalui ceramah atau pemaksaan terhadap

individu untuk berubah. Strategi itu berorientasi pada perubahan dan diarahkan

berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya kondisi hutan yang

lestari, sedangkan bentuk perilaku yang negatif akan mengarah pada terciptanya
pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang
berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk

terhadap kehidupan mereka sendiri.

Peran kelompok tani dalam pengelolaan hutan rakyat sangat strategis
menuju pengelolaan yang berkelanjutan. Kelompok Tani Hutan (KTH) menurut
Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No: P.05/VI-BUHT/2012 adalah
kumpulan individu petani di desa sekitar kawasan hutan yang membentuk wadah
organisasi, tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan
untuk bekerjasama mengembangkan usaha hutan tanaman rakyat untuk mencapai

kesejahteraan anggota dan kelompoknya. Menurut Peraturan Menteri Pertanian
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No: 273/Kpts/OT.160/4/2007, kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi
nonformal perdesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh, dan untuk petani”
dengan karakteristik: a) saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara
sesama anggota; b) mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam
berusaha tani; c¢) memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman,
hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan

dan ekologi; d) ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota

berdasarkan kesepakatajg

pat  mempengaruhi
Ik& kelompok menurut
., (2010); Arifin
struktur kelompok

1) Tujuan Kelompok (Group Goal)

Menurut Johnson dan Johnson (2012) tujuan merupakan pedoman untuk
bertindak, memotivasi perilaku, dasar pemecahan masalah, syarat untuk
penugasan dan evaluasi. Selanjutnya banyak ahli sosial yang percaya bahwa
tujuan kelompok merupakan kombinasi dari tujuan individu semua anggota
kelompok, sedangkan  Cartwright dan Zander (1968), menyatakan tujuan
kelompok merupakan gambaran tentang sesuatu hasil yang diharapkan dapat
dicapai oleh kelompok. Untuk mencapainya diperlukan berbagai usaha dari
anggota kelompok melalui berbagai aktivitasnya. Tujuan kelompok yang jelas
sangat diperlukan agar anggota dapat berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan
kelompok. Keadaan ini menyebabkan kuatnya dinamika kelompok. Apabila



52

tujuan kelompok mendukung tujuan anggotanya maka kelompok menjadi kuat
dinamikanya. Slamet (1978), menyatakan bahwa tujuan kelompok merupakan
suatu gambaran tentang hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh kelompok.
Tujuan kelompok semakin kuat dinamikanya apabila tujuan kelompok semakin

mendukung tujuan para anggotanya, demikian juga sebaliknya.

2) Struktur Kelompok (Group Structure)

2015). Struktur kelompek memiliki indikator yang meliputi struktur kekuasaan,

struktur tugas dan pembagian kerja, struktur komunikasi, dan sarana berinteraksi
(Slamet, 1978).

3). Fungsi Tugas (Task Function)

Menurut Sudjarwo (2011), task function dari kelompok menyangkut apa
saja yang harus dikerjakan oleh kelompok, antara lain menyangkut bidang
kepuasaan, informasi, penyebarluasan, koordinasi, klarifikasi, dan komunikasi,
sedangkan Zulkarnain (2014) menyatakan fungsi kerja kelompok menyangkut
segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh kelompok, antara lain kekompakan
kepuasan anggota, penyebarluasan informasi, koordinasi, Klarifikasi aturan jelas,
dan komunikasi yang jelas serta lengkap dengan salurannya. Hackman (Arifin,

2015) menyatakan bahwa fungsi tugas merupakan seperangkat tugas yang harus
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dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi masing-masing,
sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kelompok. Arifin selanjutnya
menjelaskan bahwa kriteria terpenuhi atau tidaknya fungsi tugas ditandai dengan
memberikan informasi, koordinasi, memuaskan anggota, mengambil inisiatif,

mengajak untuk berpartisipasi, dan menyelaraskan.

Cartwright dan Zander (1968), menyatakan bahwa funasi tugas adalah

koordinasi sebagai koordinasi

Reqjembatani kesenjangan antaranggota,

informasi berfungsi m@emberikan informasi kepada anggota, prakarsa untuk

menumbuhkan d S potay, penyebaran berfungsi

anggota). Slamet (1 3 : ' digunakan untuk

fungsi  memuaskan

4) Pembinaan dan Sy E pok (Group Building and
Maintenance)

Pemeliharaan dan pengembangan kelompok ialah sejumlah hal yang harus
tetap ada dan terpelihara dalam kelompok, yaitu sebagai berikut. a). Pemerataan
tugas merata sesuai fungsi dan kemampuan dari anggota. b) Kegiatan sesuai
rencana dan aturan yang telah ditetapkan bersama. c) Norma kelompok tumbuh
dan berkembang dalam pencapaian tujuan. d) Proses sosialisasi kelompk berjalan
lancar sesuai dengan norma. e) Penambahan anggota baru dan mempertahankan
anggota lama. f) Terdapat fasilitas penunjang kegiatan kelompok yang memadai
(Zulkarnain, 2014).

Menurut Huraerah dkk. (2010), pengembangan dan pemeliharaan kelompok
adalah berkaitan dengan “apa yang harus ada” dalam kelompok, yaitu pembagian

tugas yang jelas, kegiatan yang terus menerus dan teratur, ketersediaan fasilitas
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yang mendukung dam memadai, peningkatan partisipasi anggota kelompok,
adanya jalinan komunikasi antaranggota kelompok, timbulnya norma kelompok,
adanya proses sosialisasi kelompok, kegiatan untuk menambah anggota baru dan
mempertahankan lama. Slamet (1978), menyatakan bahwa usaha untuk
mempertahankan kehidupan kelompok dapat dilihat melalui ciri: partisipasi semua
anggota kelompok, adanya fasilitas, adanya kegiatan kelompok, adanya kontrol

sosial, adanya kesempatan untuk mendapatkan anggota baru, adanya sosialisasi.

5). Kekompakan Kelgimpok (Group Cohesjveness)

_ pok adalah perasaan
ketertarikan anggota te an A0 Kee ""._{ ilikiSkelompok. Ada tujuh

faktor yang 3itU kepemimpinan

kelompok, ogenitas anggota
kelompok, ket@padu . Jiwagkerjasaina, jumlah anggota
kelompok. \Wal merupakan rasa tertarik di
antara para andgota. : enyimpulkan bahwa
kesamaan sikap, nilaisgilai Sifat-sifat demografis akan
mempengaruhi tingginya ko pmpoknya bersangkutan.

Cartwright dan Zander (1968), mendefinisikan kekompakan kelompok
sebagai hasil semua tindakan yang memperkuat anggota kelompok untuk tetap
berada dalam kelompok. Arifin (2015) menyatakan kekompakan kelompok
menunjukan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok yang dapat berupa
loyalitas, rasa memiliki, rasa Kketerlibatan, dan keterikatan. Faktor yang
mempengaruhi antara lain kepemimpinan kelompok, keanggotaan kelompok, nilai
tujuan kelompok, homogenitas kelompok, keterpaduan kegiatan kelompok, dan

jumlah anggota kelompok.
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6) Suasana Kelompok (Group Atmosphere)

Slamet (1978) mendefinisikan suasana kelompok sebagai keadaan moral,
sikap dan perasaan yang pada umumnya ada dalam setiap kelompok. Adapun
indikator yang termasuk ke dalam variabel suasana kelompok adalah hubungan
antaranggota kelompok, kebebasan berpartisipasi, lingkungan fisik. Zulkarnain

(2014) menyatakan suasana kelompok menentukan seseorang tetap betah ataupun

anggota, serta membangun kesa elompok. Desakan dapat berupa ganjaran

(reward) pada anggota yang berprestasi dan sanksi bagi anggota yang melanggar
norma kelompok. Menurut Slamet (1978), paling tidak ada dua sumber
ketegangan kelompok: 1) norma yang mengikat perilaku anggota, 2) sistem
pemberian hadiah atau penghargaan bagi anggota kelompok untuk mengejar

prestasi.

8) Efektifitas Kelompok (Group Effectiveness)

Efektivitas kelompok adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas
kelompok untuk mencapai tujuan. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai,
semakin banyak keberhasilan, dan anggota kelompok akan semakin puas. Apabila
anggota kelompok merasa puas, kekompakan dan kedinamisan kelompok akan
semakin kuat (Arifin, 2015). Crech dan Curtchfield (Santosa, 2006) menyatakan
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kelompok menjadi efektif apabila: 1) merupakan suatu saluran pemenuhan
kebutuhan afiliasi, yaitu kebutuhan berkawan, dukungan, dan cinta kasih, 2)
sarana untuk mengembangkan, memperkaya, serta, memantapkan rasa harga diri
dan identitasnya, 3) merupakan sarana pencarian kepastian dan pengetes
kenyataan kehidupan sosial, 4) merupakan sarana memperkuat perasaan aman,
tenteram, dan berkuasa atas kemampuannya dalam menghadapi musuh dan

ancaman yang sama secara bersama, 5) merupakan sarana ketika suatu tugas kerja

dimodifikasi, 7) berapa lama suatu elompok dapat mencapai tujuan. Slamet
(1978) menyatakan bahwa semakin berhasil kelompok mencapai tujuannya,
semakin bangga anggota berasosiasi dengan kelompoknya dan semakin puas
pula anggota disebabkan tujuannya tercapai, sehingga kelompok menjadi efektif.
Efektivitas kelompok dapat dilihat dari tiga segi: hasil yang dicapai kelompok
dipakai untuk mengukur produktivitas kelompok, semangat dan sikap para
anggota dipakai untuk mengukur moral kelompok (misalnya seperti perasaan
bangga dan bahagia berasosiasi), keberhasilan anggota dalam mencapai kebutuhan

pribadinya dipakai untuk mengukur tingkat kepuasan anggota.

9) Maksud Terselubung (Hidden Agenda)

Mardikanto (1993), menyatakan bahwa maksud tersembunyi adalah

emosional berupa perasaan, konflik, motif, harapan, aspirasi dan pandangan yang
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tidak terungkap yang dimiliki oleh anggota kelompok. Johnson dan Johnson
(2012), menjelaskan konsensus tentang apa yang menjadi tujuan kelompok harus
mendukung fungsi kelompok. Sebaliknya, terdapat ketidaksetujuan bahwa apa
yang menjadi tujuan kelompok tidak mencampuri fungsi kelompok. Individu
yang mempunyai tujuan Yyang sama lebih senang berada dalam kelompok
daripada bergabung pada kelompok yang mempunyai tujuan individu yang

bermacam-macam. Tujuan individu _yang benar-benar berbeda akan menjadi

agenda tersembunyi.

keefektifan kelompok

sebagai proses, pemberdayaan elip proses perubahan, proses pembelajaran,
proses penguatan kapasitas, proses perubahan sosial, proses pembangunan

masyarakat, dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah proses, pemberdayaan
dipengaruhi oleh banyak faktor yang akan bermuara pada sebuah perubahan
perilaku masyarakat dalam sistem pengelolaan yang berorientasi pada
keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Adanya karakter pengelolaan hutan
rakyat yang mengikuti pola “daur butuh” dan “pola pengambil keputusan
pengelolaan hutan berbasis pada keluarga, menjadikan pengelolaaan dan
pengusahaan hutan rakyat harus di dorong berkelanjutan”. Untuk itu, diperlukan
beberapa faktor yang penting untuk menjamin keberlanjutan; 1) kepastian
kawasan pengelolaan hutan, kepastian ini sangat penting karena pengelolaan

hutan biasanya terkait dengan waktu yang panjang sehingga butuh detail
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informasi kawasan — peta dan juga kepastian hukum mengenai kawasan; 2)
aturan main dan kelembagaan pengelola hutan rakyat yang terkait aturan
pengorganisasian kawasan meliputi rencana kelola (penanaman, pemeliharaan,
pengaturan hasil dan pemanenan dan aturan sumber daya manusia; 3) mandat/
amanah — pengelolaan hutan rakyat yang berbasis pada individu/ keluarga harus
memiliki komitmen yang kuat pada kelompok untuk membangun hutan secara

kolektif dan pengurus harus selalu_patuh pada kesepakatan-kesepakatan; 4)

upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yaitu bina manusia, bina
usaha, dan bina lingkungan dan selanjutnya Mardikanto menambahkan
pentingnya bina kelembagaan. Variabel pemberdayaan masyarakat dalam
penelitian ini direfleksikan ke dalam aspek/ ruang lingkup pemberdayaan,

kinerja/ sistem pemberdayaan, dan penerima manfaat pemberdayaan.

Ife dan Tesoriero (2008), terkait dengan prinsip pengembangan masyarakat
menyatakan bahwa pemberdayaan berarti menyediakan sumberdaya, kesempatan,
kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan
mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi
serta memengaruhi kehidupan masyarakatnya; pemberdayaan merupakan bentuk
perubahan yang radikal, yang akan menjatuhkan struktur-struktur dan wacana

dominasi yang ada. Konsep pemberdayaan . masyarakat merupakan alternatif
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pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dalam pendekatan ini,
masyarakat yang sampai pada tingkat komunitas terbawah diberi peluang dan
kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses
pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi sampai menikmati hasil pembangunan. Dilihat dari
prosesnya, pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan
(Soetomo, 2015). Mardikanto (2013
arakat, masyarakatlah yang

pengembangan kapasitas masyarak

perubahan sosi

masyarakat.

Brown yarakat merupakan
proses yang berSifa ktor, antara lain: 1)
invensi kelemba | masyarakat dalam
pembangunan, 3) p fdunan, 4) ketergantungan
antara ekonomi desa dam, kata, 5 €a0on kota (kosmopolitansi), 6)
hubungan sinergitas antarkompons asVarakat, 7) transformsi ekonomi

masyarakat, 8) institusi tradisionai yang tumbuh dalam masyarakat. Selanjutnya
Ife (1995), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber
daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri
masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, meningkatkan partisipasi

mereka dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Menurut Narayan (2002), pemberdayaan adalah “empowerments is the
expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate
with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives ”,
yang dapat diterjemahkan sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat
miskin untuk berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, pengaruh, pengawasan,
dan memegang tanggungjawab kelembagaan yang berdampak pada
kehidupannya. Ife dan Tesoriero (2008), menyatakan bahwa pemberdayaan
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masyarakat lebih menekankan pada proses yang menekankan pada keadaan setiap
orang menjadi cukup kuat atau mampu berpartisipasi dalam berbagai suasana

serta mengontrol kekuatan yang mempengaruhi kehidupannya.

Ohama (Rangga, 2014), menyatakan bahwa pendekatan partisipasi
merupakan salah satu strategi dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan

partisipatif diyakini sanoat efektif dalam memberdayakan masyarakat menuju

al melalui  pengalaman
rjasama pengambilan
secara  efektif; (c)

asi pengetahuan,

pengelolaan sumber daya hutan. Sejaian dengan itu, Cary (Supriyanto, 2008)
menyatakan bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan, partisipasi

masyarakat sangat diperlukan dan harus tetap diperhatikan dan dikembangkan.

Anwas (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk mengubah
perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun, keberhasilan pemberdayaan tidak
sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat
partisipasinya yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat.
Menurut  Peraturan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia  No:
P.9/MENHUT-11/2013 pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pemberian akses
terhadap sumberdaya, pendidikan, pelatihan ‘dan pendampingan. Menurut Karsidi
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(2003%): tercapainya tujuan pemberdayaan dapat dilihat dari keefektifan atau
keberhasilan kegiatan yang diukur dari perubahan perilaku sasaran, meliputi:
pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan dapat dilihat dari: 1) perubahan
pelaksanaan kegiatan usaha, mencakup macam dan jumlah sarana atau teknik
berusaha; 2) perubahan tingkat perubahan produktifitas dan pendapatan; 3)
perubahan dalam pengelolaan usaha (perorangan, kelompok, koperasi), serta

pengelolaan pendapatan yang diperolel.

yang menyelenggara giatang@emberd

%Q niéat
ikantc%)l?)b) de ti
Asyarakeg

aSVarakat. Menurut

kelembagaan yang diperlt

Selanjutnya penjelasan empat hal tersebut menurut Mardikanto (2013°)
sebagai berikut:

1. Bina Manusia. Tujuan pembangunan adalah perbaikan mutu hidup dan
kesejahteraan manusia dan manusia itu bersifat unik karena manusia sebagai
sumber daya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola. Termasuk dalam
bina manusia adalah semua kegiatan dalam upaya penguatan/
pengembangan kapasitas individu, kapasitas entitas/ kelembagaan, dan
pengembangan kapasitas sistem (jejaring). Kapasitas individu meliputi: a)
kapasitas kepribadian, b) kapasitas di dunia kerja, dan c) pengembangan
keprofesionalan, sedangkan kapasitas entitas/ kelembagaan, meliputi: a)
kejelasan visi, misi dan budaya organisasi, b) kejelasan struktur,
kompetensi, strategi organisasi, ¢) proses organisasi/ pengelolaan organisasi,

d) pengembangan mutu dan jumlah sumberdaya, e) interaksi antar individu
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di dalam organisasi, f) interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku
kepentingan (stakeholders) yang lain. Sedangkan pengembangan kapasitas
sistem (jejaring), meliputi: a) pengembangan interaksi antarentitas
(organisasi) dalam sistem yang sama, dan b) pengembangan interaksi
dengan entitas/ organisasi di luar sistem.

2. Bina Usaha. Pengembangan bina manusia harus memiliki dampak atau

manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan akan memperoleh dukungan

lingkungan sosial yang sagat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis dan
kehidupan.

4. Bina Kelembagaan. Pengertian kelembagaan bukan saja terbatas pada
bentuk-bentuk lembaga (kelompok, organisasi) melainkan juga memiliki
orientasi yang lebih luas. Kelembagaan berkaitan dengan pengertian social
institution atau pranata-sosial dan social organization atau organisasi sosial.
Kelembagaan memiliki empat komponen, yaitu: 1) komponen person,

2) komponen kepentingan, 3) komponen aturan, 4) komponen struktur.

Ruang lingkup pemberdayaan merupakan koreksi terhadap pola
pembangunan masa lalu yang cenderung sentralistik, sehingga terjadi beberapa
perubahan paradigma dalam pembangunan. Paradigma pemberdayaan

mengandung beberapa perubahan orientasi dari sentralisasi menjadi desentralisasi,
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pendekatan top-down menjadi bottom-up, uniformity menjadi variasi lokal, sistem
komando menjadi proses belajar, ketergantungan menjadi keberlanjutan, social
exclusion menjadi social inclusion, improvement menjadi transformation. Pada
dasarnya pokok pikiran dari teori pembangunan yang berpusat pada rakyat
(people centered development) yang dalam implementasinya dijabarkan ke dalam
pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan  yang

memberikan  kesempatan, dan kewenangan vyang lebih besar. Kewenangan

meliputi identifikasi ma ebutuhan, pere

dan menarik manfaatthasil pem r@ %serta neémiliki akses dan kontrol
A ’
terhadap sumberde
inerja Si 7 %4'

dan

anaan, pelaksanaan, evaluasi,

menyelesaikan ]
dan tingkat kemg % . galfoan dan @ampil n seseorang tidaklah
cukup efektif un I '
yang akan dikerjakamed dlic 111 jakamaya (Hersey dan Blanchard
dalam Rohmad, 2014).
merupakan prestasi yang dicapal olah arang atau sekelompok orang dalam
melaksanakan tugasnya atau pekerjaanya sesuai dengan standar dan kriteria yang
telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Untuk mengkaji kinerja sistem atau
kinerja dalam kegiatan pemberdayaan dilakukan pembahasan pada berbagai hal,
yang meliputi: kebijakan pemerintah dalam pengelolaan HR, kelembagaan
meliputi organisasi pelaksanaan pengelolaan HR dan pranata-pranatanya,
ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengendalian.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan HR. Kebijakan dalam
pengelolaan hutan rakyat harus diarahkan pada keseimbangan sosial, ekonomi,
dan lingkungan sehingga keberadaan hutan rakyat dapat menjadi alternatif bagi
masyarakat untuk memanfaatkan demi memenuhi kebutuhan kesejahteraannya

dan sekaligus orientasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dipenuhi.
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Kelembagaan meliputi organisasi pelaksanaan pengelolaan HR dan
pranata-pranatanya. Pengelolaan hutan rakyat harus dilakukan dengan
manajemen yang melibatkan stakeholders secara menyeluruh. Keterlibatan secara
aktif dan proporsional semua komponen stakeholders akan memberikan kepastian
dalam mencapai hasil pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Menurut Van
Doorn dan Lammers (Nasdian, 2015) fungsi kelembagaan sosial adalah: 1)

memberi pedoman berperilaku pada individu/ masyarakat, 2) menjaga keutuhan

Ketenagaan. % ketgrlibatan ketenagaan

1) Secara

dari D@ Pertafian dan Kehutanan,

2) Secara umt aiaine Smpingl oleh penyuluh pertanian dan

3) Pengembangan usaka i i inas€ Koperasi dan UMKM.
4) Tenaga pendamping yand @ yizlSakan secara program dan insidental

dari Lembaga Perguruan Tinggi, atau Lembaga Sosiai iviasyarakat terkait .

Dalam implementasinya, kegiatan yang menyangkut hutan rakyat dilaksanakan
sepenuhnya oleh kelompok tani hutan yang telah ditunjuk melalui Surat Perjanjian
Kerjasama (SPKS) dengan dinas terkait. Dalam pelaksanaan masih terbatas dalam
tenaga dikarenakan kesibukan masyarakat dengan pekerjaan, keterbatasan
generasi muda dalam kegiatan hutan rakyat (Kelompok Tani Handiri Sari, 2012).

Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam kegiatan hutan rakyat
meliputi pengadaan dalam pengolahan hasil hutan berbasis masyarakat antara lain
berupa penyediaan alat/ mesin sederhana pengolahan untuk meningkatkan nilai
tambah hasil hutan kayu dan nonkayu, operasional Kesatuan Pengelola Hutan
Produksi (KPHP)/ Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL), perlindungan dan
pengamanan hutan berupa kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan terutama
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hutan dalam kawasan, dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
kehutanan yang dikelola oleh Badan Ketahanan dan Pelaksanaan Penyuluhan
(BKPPP). Adanya program peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil
berbasis masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dalam menggerakan sektor real dalam rangka mendukung
pembangunan kehutanan sesuai dengan potensi daerah (Dipertahut, 2014).

Pembiayaan. Pada dasgtg

egialan _pengembangan masyarakat harus
dibiayai sendiri oleh

hutan rakyat didu 3 garan Pemerintah Pusat

pada skala p yanéersﬁa ulti tahun multi-
years sehinggs i , meh@, tei@pl juga ada dana
pemeliharaan sé , i ¢ (dua@ﬂun sefelah tanam (Aryadi,

fungsi keberlanjutan dari suatu kegiatan. Menurut Van Doorn dan Lammers
(Nasdian, 2015) salah satu fungsi kelembagaan sosial adalah memberikan
pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial (social control)
yang artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
Dalam hal ini tingkah laku yang dikontrol, berkaitan dengan upaya-upaya
kegiatan dalam pengelolaan hutan rakyat menuju keberlanjutannya. Robbins dan
Coulter (2007) menyatakan bahwa pengendalian merupakan proses memantau
kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan
mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Proses pengendalian dapat
dilakukan dengan mengukur Kkinerja sesungguhnya, membandingkan dengan
standar Kkinerja, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan
penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Dalam manajemen hutan rakyat,

sistem pengendalian dilaksanakan dengan ‘jenis pengendalian birokrasi dengan
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melibatkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS), Dinas Kabupaten/
Kota (Dinas Pertanian dan Kehutanan), Tim Pengawas dan Penyuluh Lapang
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-RHL).

Menurut Tahajjudin (2015), alternatif dalam pengelolaan hutan dapat
dilakukan dengan membuat pengaturan yang bersifat partisipatif. Peraturan dan

perundangan dalam pengelolaan hutan rakyat disusun secara bersama dengan

Kegiatan pe

pemberdayaan harus

ragam penerima manfaat pemberdayaan masyarakat meliputi: a) pelaku utama
terdiri dari warga masyarakat dan anggota keluarganya sebagai penerima manfaat
dan sekaligus pengelola kegiatan yang berperan dalam memobilisasi dan
memanfaatkan sumberdaya demi tercapainya peningkatan dan perbaikan mutu
produksi, efisiensi usahatani serta perlindungan dan berkelanjutan sumberdaya
alam dan lingkungan hidup yang lain, b) penentu kebijakan yang terdiri atas
aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) sebagai perencana,
pelaksana, pengendali kebijakan pembangunan termasuk elit masyarakat terbawah
yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan
pembangunan, c¢) pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung/
memperlancar kegiatan pembangunan, yang meliputi: peneliti dan atau akademisi,

produsen sarana produksi dan peralatan/ mesin-mesin yang dibutuhkan, pelaku
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bisnis, pers dan media-masa serta pusat-pusat informasi, aktivis LSM dan tokoh
masyarakat, budayawan dan artis.

Cronkleton et al. (2011), menyatakan bahwa suatu porsi peningkatan lahan
hutan yang bersangkutan dimiliki, ditempati oleh atau digunakan oleh masyarakat
pedesaan, masyarakat hutan perlu memainkan peran penting dalam program

REDD+ dan harus menjadi penerima utama dari manfaat yang dihasilkan oleh

ateg| utama yang dapat mencapai

b. Faktor Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan menurut Bardhan (1989); North (1994) dalam Yustika (2008),
Anwar (Kusnandar, 2010), Pranadji (2003), Saffer dan Smith (Pakpahan, 1989),
Soekanto (1982), Syahyuti (2007) adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial
yang melibatkan banyak orang yang memiliki aturan-atutan sosial, norma,
struktur, kesepakatan, dan kepemimpinan sebagai kerangka kerja integrasi sosial.
Aturan-aturan tersebut merupakan sistem keteraturan (pranata) atau tata nilai yang
ada untuk membatasi perilaku menyimpang manusia (humanly devised). Secara
lebih singkat kelembagaan merupakan sistem organisasi dan kontrol terhadap
sumberdaya.
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North dalam Arsyad (2014) mendefinisikan institusi sebagai aturan-aturan
yang dicipatakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik,
sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan formal (misalnya:
peraturan, undang-undang, dan konstitusi), aturan-aturan informal (misalnya:
norma sosial, konvensi, adat istiadat, dan sistem nilai), dan proses penegakan
aturan tersebut (enforcement). Selanjutnya Saffer dan Smith dalam Pakpahan

(1989), mencirikan kelembagaan ke _dalam tiga komponen utama, yaitu batas

penting lain kel@nggage agalo : SU ke pemimpinan.  Seorang
pemimpin kelembagaa B : St s@sial vang diberikan terhadap

anggota komunitas yang ol PoggfSasira, 2008).

Menurut Soekanto (1982), pengertian lembaga masyarakat merupakan
himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu
kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan
pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat tentang cara
mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-
masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan yang
bersangkutan.

2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem
pengendalian sosial (social control), artinya sistem pengawasan masyarakat

terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.
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Kelembagaan merupakan suatu aspek yang stabil, mantap, dan berpola,
berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat, ditemukan dalam sistem
sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan
berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial. Pokok kajian adalah perilaku
atau perilaku sosial terutama aspek nilai dan norma (Syahyuti, 2003). Menurut
Karsidi (2003") dalam pembangunan pedesaan perlu memperhatikan pola pikir,

tradisi, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta mengurangi sisi

kekerabatan), berhubungan dengan satu ruman tangga, keiuarga besar, dan marga,
didasarkan pada pertalian darah atau etnik, b) social networks (Jaringan kerja
sosial), atau asosiasi kehidupan, terdapat pada kelompok-kelompok dan
organisasi-organisasi yang menghubungkan individu dengan berbagai keluarga
atau kelompok kekerabatan dalam kegiatan-kegiatan umum untuk berbagai tujuan
(ekonomi, sosial/budaya, politik, c) cross-sectoral linkages (Hubungan lintas
sektoral), yang diterjemahkan sebagai “jaringan kerja dari jaringan kerja” tempat
hubungan bersama organisasi mempunyai berbagai sektor di dalam masyarakat
dalam pencarian pemecahan permasalahan, d) sosiopolitical capital (modal sosio-
politik), menggambarkan hubungan antara masyarakat sipil dan negara,
memberikan masyarakat kemampuan untuk menengahi konflik dengan

mendengar, saluran, dan penyelesaian berbagai masalah, e) institutional and
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policy framework (Jaringan kerja kelembagaan dan kebijakan), atau serangkaian
aturan-aturan formal dan norma-norma (konstitusi, hukum, peraturan, kebijakan)
yang mengatur kehidupan masyarakat, f) social norms and value (Nilai dan
norma-norma sosial), didefinisikan sebagai sesuatu budaya dan mempunyai fungsi
pada masyarakat sebagai satu kesatuan. Menurut Putnam (Field, 2003), modal
sosial adalah bagian dari kehidupan sosial — jaringan, noma dan kepercayaan —

yang mendorong partisipan bertindak persama secara lebih efektif untuk mencapai

Penelitian Yumi (2011)

yang berjudul “Model Pengembangan Pembeiajaran Petani daiam Pengelolaan
Hutan Rakyat Lestari” ada dua bentuk kelembagaan yang berperan penting, yaitu
kelembagaan pendukung pembelajaran petani (eksternal) dan kelembagaan
masyarakat  (internal). Kelembagaan pendukung pembelajaran petani
menghasilkan intensitas belajar petani yang lebih baik. Kelengkapan unsur
pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya, dan masyarakat terbukti
menghasilkan peningkatan intensitas belajar. Kelengkapan fungsi pendidikan,
penelitian, penyuluhan dan pemasaran dalam kelembagaan pendukung berperan
dalam peningkatan pembelajaran petani pengelola Hutan Rakyat Lestari.
Kelembagaan masyarakat dari sisi aturan dan organisasi berperan penting dalam
pembelajaran petani, misalnya: adanya aturan penebangan dan penanaman

kembali yang diwariskan turun temurun, kepercayaan terhadap pemimpin, budaya
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gotong royong dan bekerja keras, lembaga informal dalam masyarakat seperti:
arisan, kelompok pengajian kelompok tani sangat berperan dalam pembelajaran
petani. Menurut Rintuh dan Miar (2005), kelembagaan masyarakat di perdesaan
terbentuk melalui: 1) ikatan sosial (social relation), antara anggota masyarakat
yang masih kuat. Hubungan ini menciptakan kesepakatan, aturan dan kewajiban
sosial (social obligation) masyarakat di perdesaan yang mengikat semua anggota;

2) hubungan ekonomi (economic relation), bahwa setiap pertukaran barang dan

pelayanan jasa selalu onomi dan selalu dikaitkan
dengan perhitungan u ntargolongan masyarakat
kemudian berke economic  obligation)
dengan berbag an labih mengikat semua
anggota, sehingfa s D dituntut bersikap
rasional.

Yeager ( atla em@umbe kemajuan ekonomi
suatu Negara: (I)ymodal perr am@uiman capital) dianggap sebagai
stok kekayaan pens vang memilikinya dapat
memajukan kegiatan e enaga kerja yang produktif;
(2) sumberdaya alam (natu juga dipandang sebagai sumber

pertumbuhan ekonomi bagi suatu Negara; (3) tingkat kependudukan yang rendah
(low population density) dianggap memiliki peluang untuk menyejahterakan
rakyatnya; dan (4) teknologi merupakan faktor kunci yang menjadi penjelas
mengapa suatu negara bisa mengakumulasi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi.
Dari keempat hipotesis tersebut ternyata terjadi kondisi yang sebaliknya, banyak
negara dengan tingkat pendidikan sangat baik tetapi pendapatan perkapitanya
lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tingkat pendidikannya lebih
rendah. Alasan kedua, bahwa banyak negara dengan sumberdaya terbatas tetapi
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Hipotesis yang ketiga juga
lemah, karena beberapa negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi
memiliki tingkat pendapatan per kapita tinggi, sedangkan hipotesis keempat juga

lemah, karena teknologi dapat dengan cepat dan mudah diadopsi oleh suatu
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negara dan negara yang menguasai teknologi dari adopsi teknologi Negara maju
tidak serta merta menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Dengan penjelasan tersebut, diperlukan ilmu yang mampu menjelaskan pada sisi
lain. Penjelasan tersebut adalah perlunya kelembagaan (institutions) yang menjadi
variabel dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut
Santosa (Winarno, 2012) kelembagaan dan organisasi berupaya mencapai tingkat

efisiensi dan meminimalisasikan blaya menyeluruh, biaya termasuk biaya

antarindividu dalam memantaatkg

sosial individu tidak terpisahkan dengan struktur sosial yang ada pada masyarakat.
Adanya modal sosial yang baik, meliputi reputasi individu dalam masyarakat akan
memudahkan kelembagaan bekerja dengan baik. Menurut Lin (Yustika, 2012) ada
empat perspektif yang menjelaskan tentang pertanyaan mengapa sumberdaya
yang melekat dalam jaringan sosial dapat memperkuat pencapaian sebuah
tindakan sebagai berikut. 1) aliran informasi yang berguna untuk menyediakan
kesempatan dan pilihan-pilihan, 2) ikatan sosial (sosial ties) dapat mempengaruhi
pelaku (agents), 3) ikatan sosial mungkin diberikan oleh organisasi atau
pelakunya sebagai sertifikasi kepercayaan sosial individu, dan 4) hubungan sosial
diekspektasikan dapat memperkuat kembali identitas dan pengakuan. Hasil studi
Bank Dunia terhadap proyek pembangunan pertanian selama ini menunjukkan,
bahwa keberhasilan proyek secara berkelanjutan terjadi bila pembangunan
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memberikan perhatian pada pembangunan kelembagaan dan partisipasi
masyarakat (Cernea, 1988).

Menurut Bunch (Anantanyu, 2009), kelembagaan diperlukan karena tiga
alasan: Pertama, banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh
suatu lembaga. Organisasi pelayanan mensyaratkan adanya suatu kelembagaan

petani. Kelembagaan petani dapat menjadi perantara antara petani dengan

saha petani karena

tergantung pada mas @ ' elola sumber daya hutan.
Meskipun desain  kerane dan pengaturan, untuk
melaksanakan program REDD+teIah mendapat perhatian signifikan, itu belum
jelas bagaimana REDD+ akan berfungsi di tanah atau bagaimana partisipasi
penduduk lokal akan terjamin. Pengelolaan hutan kemasyarakatan (CFM) bisa
menjadi pilihan di bawah REDD+ tergantung pada bagaimana dinegosiasikan,
terutama karena harapan bahwa CFM dapat mengurangi emisi dari deforestasi dan
degradasi. CFM telah membuat keuntungan dalam pengelolaan hutan dan
sekaligus mencapai hasil yang lebih adil dalam distribusi pendapatan hutan,
semua dengan biaya yang relatif rendah. Kunci keberhasilan CFM adalah
mengidentifikasi dan memelihara kerja dengan kerangka kerja kelembagaan di

mana mereka ada dan mempromosikan mereka di lanskap hutan.

Konsep efektivitas juga dapat dilihat berdasarkan dimensi waktunya, dalam

jangka panjang dapat diukur dengan kriteria kepuasan, efisiensi dan produksi, dan
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dalam jangka menengah dapat diukur dengan kriteria perkembangan keadaptasian,
serta dalam jangka panjang dapat diukur dengan indikator kelangsungan hidupnya
(Gibson et al., 1985). Lineberry (Nitiwijaya, 2013), mengemukakan bahwa
masalah utama dalam pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh faktor
kelembagaan yang tumbuh dalam masyarakat. Selanjutnya Korten (Nitiwijaya,
2013) menyatakan keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan

oleh kemampuan kelembagaan dalam_memberikan bimbingan kepada masyarakat

dan tingkat hubungan kg t

Ostrom; Par : Golar, 20Q7), menyatakan bahwa
keberhasilan pen eIoIaa 5 I sama Sangat ditentukan oleh
keeratan hubun A an sumbeedaya alapnya. Hal ini dapat

oportunistik dapat diredam

pemanfaatan sumberdaya aiam.

Definisi kelembagaan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) Bila
berkaitan dengan proses, kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendisain
pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan
transaksi, 2) Bila berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi
untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi,
politik, dan sosial antarpelakunya (Yustika, 2013). Spangenberg (Rustiadi dkk.,
2011), menjelaskan di samping dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi dalam
pembangunan keberlanjutan, kelembagaan juga merupakan dimensi keempat
dalam keberlanjutan dan keempat dimensi tersebut membentuk suatu prisma
keberlanjutan (prism of sustainability). Sejalan dengan itu, Ostrom diacu Pretty
(Yumi, 2011), menegaskan bahwa kegagalan untuk mencapai pemanfaatan
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sumberdaya alam secara berkelanjutan disebabkan oleh fokus pengelolaan tanpa
mempertimbangkan  kerangka kelembagaan di lokasi tersebut. Untuk
pembangunan pertanian berkelanjutan, Pretty (Yumi, 2011) mengungkapkan
enam tipe kelompok atau institusi lokal yang secara langsung berhubungan
dengan kebutuhan pertanian berkelanjutan, yaitu: (1) organisasi komunitas/
masyarakat, seperti kelompok tani; (2) kelompok pengelolaan sumberdaya alam,
seperti untuk kelompok petani pengguna irigasi; (3) kelompok petani peneliti;
(4) kelompok penyulu

dan (6) kelompok konsk

Konsep (SIPP) 2013-2045
(Kementan, 2018) @kan b )agaan petani antara
lain, masih i ja kelembagaan

aspek ekonomifi petanift : ihnya @at untk membangun dan

L pemerigtah perlu melakukan
1. Meningkatkan kapasitas K® a0 I melalul  pendampingan,

2. Meningkatkan efekiivitas kegiatan keiompok tani dengan memprioritas-kan
partisipasi petani.

3. Meningkatkan kemitraan kelompok tani dengan para pelaku ekonomi
lainnya untuk mewujudkan koordinasi vertikal dalam kegiatan agribisnis.

4. Mengarahkan organisasi ekonomi petani untuk turut serta melakukan
kegiatan off-farm.

5. Mendorong pertumbuhan kelompok tani, koperasi atau kelembagaan petani
lainnya pada wilayah-wilayah pengembangan baru.

6. Meningkatkan posisi tawar kelompok tani agar lebih mandiri.
Dari segi individu, kelembagaan merupakan gugus/ rangkaian/ unsur

kesempatan bagi individu dalam membuat kesempatan dan melaksanakan

aktivitasnya. Kelembagaan adalah suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap
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sumberdaya. Ciri-ciri utama kelembagaan menurut Shaffer dan Schmid
(Pakpahan, 1991), yaitu adanya adanya (1) property rights, (2) batas jurisdiksi

(jurisdiction boundary), (3) aturan representasi (rule of representation).

Aspek penting lain dalam kelembagaan masyarakat adalah adanya unsur
kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salahsatu celah-masuk (entry-point)
penting dalam memberdayakan, menata dan mempertahankan kelangsungan hidup

kelembagaan petani. Pemimpl e a__kelembagaan berfungsi sebagali

mobilisator, penyaring” dan penyalur informasi

kemasyarakatan, g .‘-. /@inn 2 Bka

(penegak) pelaksanaan ni norng®sosial itas peteni setempat. Seorang
pemimpin pads seb@lemban 0ge mkei%an apa sanksi sosial yang
diberikan ter@tiap anfigeta ko i ' melandasgnya (<
Pranadji (2003)ymenamiahkan Da

adalah aspek ke emim%yang A ndoro@mber ayaan perekonomian
masyarakat di pefdesaan.

adisastra, 2008).

anggota kelompok. Cao dan Zhng (2005), belajar dari pengalaman pengelolaan
hutan berbasis komunitas di Yunnan China mengungkapkan bahwa nilai-nilai
budaya bersama menciptakan dasar yang kuat untuk negosiasi dan kompromi
yang berhasil, yang membawa pada pengelolaan hutan secara lebih efektif. Akan
tetapi, nilai-nilai bersama saja tidak cukup. Tanpa kepemimpinan yang efektif
dalam proses-proses informal untuk membangun konsensus, upaya pengelolaan

hutan bisa gagal.

1) Property Rights.

Konsep property rights selalu mengandung makna sosial. Konsep property
(kepemilikan) muncul dari konsep hak (rights) dan kewajiban (obligations) yang
didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat dan tradisi, atau konsensus yang

mengatur hubungan antaranggota organisasi/ masyarakat dalam hal kepentingan
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terhadap sumberdaya, situasi dan kondisi. Dalam bentuk formal, ia produk dari
tradisi adat kebiasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak seorangpun yang
dapat menyatakan hak milik tanpa pengesahan dari masyarakat tempat ia berada.
Implikasinya, (a) hak seseorang adalah kewajiban orang lain, (b) hak seperti
dicerminkan oleh kepemilikan (ownership) adalah sumber kekuatan untuk akses
dan kontrol terhadap sumberdaya.

2) Batas Jurisdiksi

Batas jurisdiksi fakan menentukan siapa danjapa yang tercakup dalam

organisasi tersebu
atau batas otorita
pusat dan daera iksi berperan dalam
mengatur alok@
di dalam peruokahan as jurgdi afe lai per@saan sebagai suatu

masyarakat (serge of c%nity), et nalita@ homagenitas, dan (d) skala

ekonomi.

masyarakat menentukan adanyakonsep Jarak sosial (sosial distance) yang akan
menentukan kadar komitmen yang dimiliki individu/suatu masyarakat terhadap
suatu kebijaksanaan. Sense of community menentukan siapa yg termasuk kita dan
siapa termasuk mereka. Variabel ini sulit untuk dikuantifikasikan/didefinisikan,
tetapi sebuah kebijaksanaan/program yang memperhatikan variabel sense of

community akan mendapat dukungan individu/masyarakat lebih besar.

Eksternalitas adalah situasi sebagai akibat dari keputusan yang dibuat
seseorang atau sebuah organisasi/lembaga pada kondisi batas jurisdiksi tetap,
tidak termasuk dalam kalkulus/hitungan individu atau organisasi yg membuat

keputusan tersebut.

Homogenitas preferensi dan kepekaan politik ekonomi terhadap

perbedaan preferensi. Konsep ini“sangat ‘penting dalam menentukan refleksi
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permintaan barang dan jasa. Pertanyaan yang sederhana berkaitan dengan
preferensi konsumen adalah siapa yang menentukan dalam aturan pengambilan
keputusan. Jika barang dan jasa hanya dikonsumsi sendiri, permasalahannya
adalah relatif sederhana karena individulah sebagai satuan pengambil keputusan.
Akan tetapi, jika barang dan jasa tersebut harus dikonsumsi secara kolektif, maka
masalah batas yurisdiksi menjadi penting dalam merefleksikan preferensi

konsumen dalam aturan pengambilap keputusan. Homogenitas preferensi dan

mempengaruhi jawabah atas perta Wyang
e am @

Skala ekopomi (e
peranan unt

ekonomi, sk

terhadap apa dalam proses pengambi an keputusan. Keputusan apa yang diambil
dan apa akibatnya terhadap performa akan ditentukan oleh kaidah representasi
yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, partisipasi
dalam organisasi lebih banyak ditentukan oleh keputusan politik organisasi.
Dalam proses pengambilan keputusan organisasi, ada dua jenis ongkos yang
mendasari keputusan, yaitu (1) ongkos membuat keputusan sebagai produk dari
partisipasi dalam membuat keputusan, (2) ongkos eksternal yang ditanggung oleh
seseorang atau sebuah lembaga sebagai akibat keputusan orang lain atau lembaga

lain.

4) Kepemimpinan
Menurut Cartwright dan Zander (1968) kepemimpinan adalah sebuah sifat
dari sebuah kelompok, sementara yang lain menyebut kepemimpinan adalah
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karakteristik seseorang. Bagi yang menekankan pada kelompok, kepemimpinan
disamaartikan dengan martabat (prestige), dengan penguasaan kantor tertentu,
dengan kinerja dari aktivitas penting kelompok. Bagi yang menekankan pada
individu, kepemimpinan diartikan kepemilikan dari karakteristik tertentu, seperti:
dominasi, pengendalian ego, agresivitas, atau kebebasan dari kecenderungan
paranoid.

merupakan —proses
tempat pemimpin

gnjutnya menjelaskan

apapun. Berbagai
(1) Bagaimana

2) Manakah gaya

paling efektif adalan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu meiipatkan bawahan
dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, dan mendorong
partisipasi, serta menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih
karyawan. Menurut Walgito (2010) pengertian kepemimpinan lebih
menitikberatkan pada segi fungsi daripada segi struktur. Kepemimpinan
merupakan ciri-ciri aktivitas seseorang yang dapat memengaruhi pengikutnya
serta merupakan instrumen agar dapat melancarkan suatu aktivitas untuk

mencapai tujuan.

c. Faktor Dukungan Stakeholders

Pengertian stakeholders (pemangku kepentingan) menurut Freeman (1984),
IFC World Bank Group (2007), Soetomo (2011), Brown (2008), Butterfield et al.

(2004) adalah kelompok atau individu yang memengaruhi tindakan suatu
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organisasi baik secara langsung atau tidak oleh tindakan organisasi sehingga
dapat memengaruhi hasil baik secara positif maupun negatif. Dalam
perkembangannya, ruang bagi stakeholders mengalami perubahan kualitas dan
kuantitas berkaitan dengan perubahan lingkungaan yang semakin komplek dalam
kegiatan suatu usaha. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan
peningkatan peran dan keterlibatan pemangku kepentingan dan kebijakan

sehingga dapat meminimalisasi darmgpak negatif dan meningkatkan peluang

a B

A
utte
e
menjadi faktor em_@

membantu proses peiaksanaan kegiatan. 3) stakenoiders utama, mereka yang
memiliki pengaruh kuat atau signifikan terkait dengan masalah, kebutuhan, dan

perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Suatu program dapat berjalan lancar dan mencapai keberhasilan jika ada
dukungan dari banyak pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.
Pihak-pihak yang terlibat tersebut merupakan stakeholders yang memiliki
berbagai kepentingan, kemampuan, komitmen, bahkan kekurangan serta berbagai
karakteristik lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mengorganisasikan progam
sehingga mencapai keberhasilan. Dalam kajian tentang kelompok stakeholders
kajian lebih ditekankan pada hubungan antarstakeholders, intensitas terhadap
program, serta kajian peran masing-masing stakeholders dalam menunjang
kelancaran dan keberhasilan program. Soetomo (2011) menyatakan bahwa dalam



81

proses pemberdayaan masyarakat diperlukan peran dan keterlibatan pemangku
kebijakan dan pemangku kepentingan. Dwiningrum (2015) menyatakan bahwa
dalam praktik partisipasi sebagai hak politik, memerlukan keterlibatan langsung
dari warga dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terjalin sinergi antara
swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik yang
menjadi modal penting dalam pemerintahan yang desentralistik.

yang secara langsung afau tidak langsu

ng difengaru

6) moderator hasil atau moerato outcomes. Khusus pada peran faktor
operasional, penggolongan peran utama stakeholders tersebut dalam bentuk dan
kegiatannya: 1) kerjasama atau bekerja bersama; kegiatan kolaborasi, kemitraan,
fasilitasi, membangun konsensus, dukungan, koordinasi, persetujuan, tim kerja,
dan kesepahaman bersama, 2) komunikasi; komunikasi yang baik, membangun
harapan yang jelas, menentukan juru bicara, mendengarkan, dialog, memahami
perspektif orang lain, 3) perencanaan; pernyataan berhubungan dengan misi,
strategi, sasaran, rencana, visi, 4) mengumpulkan dan menyebarkan informasi;
kebutuhan informasi, pertukaran informasi, penelitian, ide dan gagasan baru,
5) relationship; alamat jelas, hubungan personal, pengelolaan pertemanan,
persahabatan, periode waktu yang panjang, 6) inklusif atau partisipasi; menerima
masukan dari semua sumber, keterlibatan tidak hanya satu pihak, 7) fungsi

potensial; untuk penggunaan lahan dan asset.
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Pengelolaan usaha hutan rakyat yang berkelanjutan ditentukan oleh banyak
pihak baik itu idividu, kelompok, komunitas dan masyarakat lainnya serta
kelompok kepentingan yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung
terhadap keberadaan hutan rakyat. Untuk keberhasilan pengelolaan hutan rakyat
yang berkelanjutan perlu dilakukan pengelolaan stakeholders yang berkaitan.
Menurut definisi Freeman (1984), stakeholder sebagai kelompok atau individu

yang dapat memengaruhi atau dig dipengaruhi oleh tindakan organisasi,

usaha (bisnis) yang
put, dan outcome,

memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam
proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan. Perlu dicatat bahwa
pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh satu

kelompok tertentu.

Secara garis besar, analisis pemangku kepentingan perlu mengakomodasi
beberapa komponen (Race dan Millar 2006), yaitu: 1) komunitas atau kelompok
masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan suatu kegiatan, 2) isu utama
berdasarkan pengalaman masyarakat, 3) dampak positif dan negatif kegiatan
terhadap mata pencaharian masyarakat, 4) strategi untuk mengurangi atau
menghindari dampak negatif kegiatan, dan 5) implementasi program aksi.

Teori stakeholders normatif berpendapat bahwa perusahaan harus
mempertimbangkan kepentinganstakeholders tidak hanya untuk tujuan
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instrumental atau strategis atau karena pihak yang dianggap memiliki kekuatan,
legitimasi, atau klaim yang mendesak (Mitchell et al., 1997 cit. Butterfield et al.,
2004) tetapi juga dari kewajiban moral (Butterfield et al., 2004). Crosby (1992)
mengemukakan dua kata kunci dalam analisis pemangku kepentingan, yaitu
kepentingan (interest) dan pengaruh (influence), sedangkan model yang diusulkan
menunjukkan bahwa perilaku strategis dari suatu organisasi tunduk pada beragam
kelompok yang terletak di dalam lingkungannya, mengingat bahwa strategi yang

i, sesual dengan kepentingan

berikut, yang bervariasi

tas yang diinginkan
sosial dan mungkin
3) Urgensi vyaitu kebOeh3 indakan, menentukan waktu
respon organisasi saat menerima permintaan dari  para pemangku
kepentingan, harus mempertimbangkan sensitivitas waktu (kebutuhan untuk
kecepatan dalam respon organisasi) dan kekritisan (pentingnya permintaan
atau hubungan perusahaan dengan stakeholder yang bersangkutan), dengan

faktor ini model dinamis.

Devkota (2010), yang meneliti hutan rakyat di Nepal menunjukkan bahwa
karena hutan rakyat memiliki banyak fungsi ekonomi, ekologi dan sosial dan
nilai-nilai yang disediakan hutan. Banyak fungsi tersebut berimplikasi pada
banyaknya kebutuhan dan kepentingan banyak pihak. Secara konseptual, empat
stakeholder yang luas yang terlibat dalam kehutanan adalah negara, masyarakat

sipil, sektor swasta dan donor (Hobley; Dahal; Sharma; Acharya dalam Devkota,
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2010). Keempat elemen stakeholders tersebut sangat penting untuk

mempertahankan pengelolaan hutan masyarakat.

Secara umum, para pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi dua
kelompok yaitu para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Stakeholder
internal adalah organisasi jaringan, yang membentuk hutan kemasyarakatan
tertentu. Pemangku kepentingan internal dapat memainkan peran pengguna hutan

langsung, panitia dan pengguoa..

Mgkclompok dan subkomite. Pemangku

kepentingan eksternal terletak di luar kehutanan
masyarakat, seper A0oan pengguna, LSM,
donor dan industri : sar antarstakeholder
cenderung menjadi a@ng—or § yan® hi (menentukan) keputusan
atau tindakag#dan m%&\yan terLOa Vo mpalwgtif atatpnegatif (Grimble
dalam Devkotay2010)

=
Menurut Groshy (@I, 204
dapat dibedakan "atas ga Kelompok, vaitu:

angku kepentingan

dalam membantu proses penyapaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas
pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti
organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam beberapa kegiatan,
pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok
kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal. 3) pemangku
kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan
masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Menurut Krott (Devkota, 2010), pengelolaan hutan dalam praktiknya hanya
mungkin dengan kerjasama semua pihak dan pelaksanaan berbagai instrumen
peraturan. Politisi dan badan-badan administratif di satu sisi, serta asosiasi dan
warga negara di sisi lain, yang terlibat langsung dalam perumusan tujuan
pengelolaan hutan. Selanjutnya memberikan peran penting untuk administrasi
hutan, berdasarkan mandat kebijakan “hutan. Administrasi hutan bertujuan
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mewujudkan tujuan umum dari kebijakan kehutanan, baik melalui pengelolaan
hutan negara, walaupun dengan memberlakukan program kehutanan. Konsep
formal seperti penegakan kehutanan masyarakat dalam praktik dirumuskan oleh
para politisi di pemerintahan, administrasi khusus dan asosiasi terkait. Pengguna
hutan, terutama pemilik hutan, ditargetkan oleh fungsi regulasi. Selain itu, mereka
yang ingin menciptakan, lingkungan, serta industri pengolahan kayu. Sebagian

pengguna lain, langsung atau tidak langsung, dan orang-orang/ organisasi yang

(2001) mengnasiikan temuan banwa hubungan masyarakat dengan stakeholders
(badan-badan eksternal seperti pemerintah beserta lembaganya dan LSM) sangat
penting untuk kelestarian pengelolaan. Brazil lebih banyak menangani hubungan
dengan pihak-pihak yang mempekerjakan anggota masyarakat; Kamerun
menangani hubungan dengan pemerintah dan LSM; sedangkan Indonesia hanya
menyebutkan hubungan dengan masyarakat lainnya. Secara keseluruhan informasi
ini menunjukkan diperlukannya komunikasi yang baik antara masyarakat dan

pihak ketiga

d. Faktor Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok menurut Cartwright dan Zander (1968); Syamsu dkKk.
(1991); Johnson and Johnson (2006); Lewin (Zulkarnain, 2014) adalah

pengetahuan sosial tentang kehidupan kelompok dan kekuatan atau tenaga yang
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bekerja dalam kelompok dan menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam
kelompok sehingga menentukan perilaku anggota dan perilaku kelompok, serta
melihat penyebab terjadinya tenaga tersebut. Dinamika kelompok juga memberi
pandangan tentang cara kelompok diorganisasi dan dikelola sehingga bisa
menunjukkan kemajuan suatu kelompok, dan hukum-hukum perkembangan dan
hubungan dengan individu, kelompok lain dan institusi yang lebih besar.

Dinamisasi kelompok ditentukan gleh banyak faktor atau indikator yang

memengaruhi perkemb alor tersebut antara lain, yaitu
tujuan kelompok, strukiur kelom tugas Kelompok, pemeliharaan dan
pengembangan kelompok, desakan

melalui proses Bartisip&stzli eiérpok. Ir@du cefiderung lebih mudah
dipengaruhi ole L dfpengaruh cegamah atau pemaksaan
terhadap individu ar & endapat” utama yang mendasari

strategi tersebut, vyaitu? perilaku individu apabila

menjadi  anggota  dari 2)

mempertahankan keputusan yang dibuat Ssecara bersama-sama, kebersamaan

Individu dan  kelompok

menjadi dasar dalam melakukan perubahan. Menurut Karsidi (1999) perlu
dilakukan tindakan penyadaran masyarakat dengan mendinamisasi desa untuk
potensi sumberdaya manusia untuk pembangunan pedesaan agar meningkatkan
nilai manfaatnya. Keadaan tersebut harus diidentifikasikan dan diprioritaskan
dalam perencanaan guna pengembangan masyarakat. Sumberdaya manusia
merupakan modal dalam pembangunan dan dinamisasi sumberdaya dapat
dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pengembangan
sumberdaya manusia (baca: petani) melalui kelompok tani merupakan potensi
yang sangat besar, di Indonesia merupakan angkatan kerja paling besar. Santosa
(2009) menyatakan bahwa dinamika kelompok penting karena beberapa alasan,

antara lain individu tidak mungkin hidup sendiri, bekerja sendiri dalam
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memenuhi kebutuhannya, maka perlu pembagian kerja dalam masyarakat supaya
pekerjaan dapat diilaksanakan dengan baik.

Jedlicka (1977), menyatakan bahwa penyampaian teknologi kepada
masyarakat pedesaan akan lebih efektif dengan memanfaatkan kelompok melalui
pengorganisasian sistem penyuluhan yang demoktratis. Tampubolon (2006)
menyatakan dinamsiasi kelompok usaha bersama pada masyarakat miskin

dipengaruhi oleh faktor lingkuae® i . Selanjutanya Tampubolon

Untuk bentuk  kelompok.
Johnson dan™Jghnson &&2) elompok meliputi
tujuh hal tenta % 2) saling ketergantungan,

berinteraksi dan saling Deroa ; uk mencapal  tujuan-tujuan
tertentu. Kelompok dapat berua kelompok formal atau informal. Kelompok
formal merupakan kelompok kerja yang ditugaskan dan didefinisikan oleh
struktur sosial sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak

berstruktur yang timbul akibat respon terhadap kebutuhan akan kontak sosial.

Pembahasan dinamika kelompok sangat dibutuhkan dalam menganalisis
sejarah dan keberadaan suatu masyarakat di perdesaan yang menentukan perilaku
masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan hutan rakyat. Hal ini dikarenakan
kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan yang selalu ada dalam
pekembangan setiap masyarakat dan menyangkut perubahan sosial serta
perubahan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat dan pembangunan. Floyd
(Gunarsa, 2008), menyatakan bahwa dinamika kelompok merupakan kajian

hubungan antarkelompok-kelompok sosial melihat tingkah laku dalam kelompok
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dan tingkah laku dalam kelompok dimaknai sebagai hasil interaksi yang dinamis
antarindividu—individu dalam keadaan sosial tertentu. Johnson dan Johnson
(2012), mendefinisikan bahwa dinamika kelompok sebagai suatu lingkup
pengetahuan sosial yang berkonsentrasi pada pengetahuan tentang hakikat
kehidupan kelompok. Dinamika kelompok adalah studi ilmiah tentang perilaku
dalam kelompok untuk mengembangkan pengetahuan tentang hakikat kelompok,

pengembangan kelompok, hubung kelompok dengan anggotanya, dan

@ok karja memiliki hal-hal
aya mungkin untuk menjelaskan

1. Peran, serangkaian pola prilaku yang diharapkan dikaitkan erat dengan
seseorang yang menempati posisi tertentu dalam sebuah unit sosial.

2. Norma, standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah
kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok.

3. Status, sebuah definisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial yang
diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok orang lain yang
bersumber dari pengaruh kekuasaan seseorang atas orang lain, kemampuan
orang untuk berkontribusi dan karakter pribadi seorang individu.

4. Ukuran kelompok, jumlah anggota kelompok mempengaruhi perilaku
kelompok.

5. Tingkat kekohesifan, tingkat para anggota kelompok saling tertarik satu

sama lain dan termotivasi untuk tinggal di dalam kelompok tersebut.
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Suatu kelompok akan berlangsung tertib dan keberadaannya berlangsung
dalam periode waktu yang lama jika kelompok dapat menjalankan fungsi
kelompok secara efektif. Krech dan Cruthfield (Santosa, 2006) menyatakan bahwa
efektivitas kelompok terjadi, apabila:

1. merupakan saluran pemenuhan kebutuhan afiliasi, yaitu kebutuhan

berkawan, dukunaan, dan cinta kasih.

2. merupakan suatu sarana mengeMdaagkan, memperkaya, serta memantapkan
3. merupakan

sosial.

S
5. merupakaf) saranddiiika suafwaeSerja @l diselésaikan anggota yang

menerima Reban tanGguineis

Strategi penguats ' ] dapat dilakukan sebagai
berikut: a) Membangun“saltag Percayadli @rfare partisipan, h) Membangun
hubungan kesetaraan, vyaitu meanda g setiap orang yang terlibat mempunyai
posisi sejajar, ¢) Setiap partisipan memperoleh peluang untuk mengemukankan
pendapat, gagasan, dan pikirannya, d) Demokrasi, yaitu semua keputusan harus
atas persetujuan dari partisipan, keputusan melalui hasil konsensus, e) Terbuka
menerima kritik dan masukan untuk perbaikan kedepan serta bersedia menerima
perbedaan, f) Tidak ada dominasi dalam kelompok, g) Mengembangkan secara

bersama-sama pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan (Wijaya, 2010).

Penggabungan konsep pemberdayaan masyarakat harus dengan penekanan
pada esensi tindakan kolektif, sehingga pemberdayaan masyarakat memperhatikan
anggota kelompok bisa bertindak bersama dengan cara meningkatkan pengaruh
atau pengendalian atas keputusan-keputusan yang mempengaruhi kepentingannya.

Meskipun masyarakat umumnya didefinisikan sebagai sekelompok orang yang
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tinggal di lokasi yang sama dan di bawah pemerintahan yang sama, definisi kerja
pemberdayaan berfokus pada dimensi tindakan kolektif, yaitu masyarakat sebagai
sebuah kelompok yang berbagi kepentingan bersama, sehingga anggotanya
termotivasi untuk terlibat dalam aksi kolektif (Brinkerhoff dan Azfar, 2006).

Kajian dinamika kelompok dalam penelitian ini difokuskan pada unsur-

unsur dinamika kelompok vang juoa disebut variabel-variabel dinamika kelompok

7) desakan ke %oup
effectiveness), 9)maksud feisgie

aktivitas kelompok tersebut. Srasdi astra (2008), menyatakan bahwa potensi
kelembagaan masyarakat lokal (indigenous community institution), termasuk
kelembagaan komunitas petani dengan ciri keberadaan sikap kepemimpinan, tata-
peraturan dan norma sosial, struktur dan peran kelembagaan serta toleransi sosial
masyarakat dan kelembagaan dalam tatanan sosial setempat. Bila kelembagaan
(organisasi maupun bentuk norma dan pranata lainnya) tidak mampu melayani
kebutuhan masyarakat, kelembagaan akan kehilangan posisinya dan perlahan
mati, berangsur-angsur menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, atau
digantikan dengan kelembagan baru yang sesuai dengan dinamika masyarakat.
Sebagai contoh kelembagaan Subak di Bali mampu beradaptasi dan berintegrasi
dengan lembaga eksternal dan kelembagaan Subak merupakan organisasi
tradisional unik yang berbentuk organisasi formal di hierarki pemerintah daerah
tingkat kabupaten, namun di tingkat lapangan tetap berbentuk nonformal.
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Dinamika kelompok ditentukan oleh keberadaan kelembagaan masyarakat
yang lebih luas, menyangkut sistem yang ada dan dukungan stakeholders. Hasil
penelitian Anantanyu (2009) menyatakan tingkat kedinamisan kelompok sebagai
sarana pembelajar bagi petani kebanyakan pada kategori sedang. Kelompok petani
kurang menunjukkan aktivitas yang berarti, karena sangat bergantung pada
pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu, peran kelembagaan

dalam pengelolaan sumberdaya kuragg maksimal. Ada kesadaran petani untuk

menambahkan bahwa mengemangn partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan meliputi: menumbuhkan kesadaran, memberi kesempatan,

meningkatkan kemampuan, dan menggerakkan kemauan untuk berpartisipasi.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008), pengembangan masyarakat harus selalu
berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang
dalam masyarakat terlibat dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat, serta
untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu. Dengan
demikian, partisipasi merupakan bagian penting dari pemberdayaan dan
penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan
semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat
serta proses-proses inklusif yang diwujudkan. Suatu apresiasi dari serangkaian
pengetahuan dan keterampilan sangat diperlukan untuk memaksimalkan

partisipasi dan penggunaan keterampilan ini menjadi sentral untuk proses bottom-
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up. Pemahaman tentang halangan dan faktor-faktor yang mendukung partisipasi
akan memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dan penuh dalam layanan dan

program berbasis masyarakat.

Secara umum partisipasi dapat dilihat dari beberapa perilaku dalam kegiatan
petani terhadap program yang dilaksanakan. Dalam mengevaluasi partisipasi,

perlu dilihat secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pengambilan

sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat mengembangkan dirinya

sendiri yang menyebabkan partisipasi tidak dapat dipisahkan dari konsep
pemberdayaan (empowerment). Menurut Huneryager dan Hecman (1992),
partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi
kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok
serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Selanjutnya Cohen dan Uphoff
(Dwiningrum, 2015) menyatakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan dalam
proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pemerolehan manfaat, dan
pengevaluasian program. Partisipasi dibedakan dalam empat jenis, yaitu
partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan,

partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, partisipasi dalam evaluasi.
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Menurut Anwas (2013), salahsatu indikator penting dalam pemberdayaan
masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi
memiliki makna keterlibatan. Pemberdayaan sangat terkait dengan demokrasi
atau kebebasan individu atau masyarakat yang dimulai adanya kesadaran akan
kebutuhan dan potensinya. Pemberdayaan menghindari prinsip paksaan, dalam
kenyataan di lapangan didapatkan partisipasi masyarakat yang tidak didukung

oleh kesadaran dan atau demokrasl. Bentuk partisipasi tersebut tidak dapat

enegnkan partisipasi

masyarakat karena

pemberdayaan. Konsep pemberdayaan menjeiaskan bahwa pembangunan itu
sudah merupakan bentuk konkret dari aktualisasi meningkatkan kemandirian
masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan kehidupan yang sejahtera.
Keperpihakan dalam bentuk partisipasi masyarakat didukung oleh penelitian Zal
(2013), yang menyebutkan bahwa memberdayakan ekonomi dapat dicapai melalui
kemandirian, partisipasi dalam bisnis, dan akan meningkakan pendapatan, serta
pemberdayaan dijembatani oleh adanya modal sosial. Modal sosial dapat
digunakan sebagai dasar memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk
keberhasilan pembangunan dengan bottom-up approach. Partisipasi secara
bersama dalam masyarakat akan memberikan kekuatan sinergi dalam masyarakat
sehingga memberikan kemampuan masyarakat dalam merencanakan,

melaksanakan dan menentukan sinergi pembangunannya.



94

Pola pembangunan akan menentukan pola partisipasinya. Menurut Slamet
(Wibowo, 2005) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi
masyarakat ditentukan oleh tiga unsur, yakni: 1) adanya kemauan masyarakat
untuk berpartisipasi, 2) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat
untuk berpartisipasi, dan 3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
Pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa faktor internal yang berupa

karakter masyarakat (kondisi sosi ekonomi, dan budaya) dan interaksi

antarmasyarakat (modalgsestal) e A nya akan memberikan ruang

1 Pengamfiian 3 Alieraati af@kat untuk menuju
I yang menyangkut

. Dalam pelaksanaan
program  yang

3 Pengambilan ma

4 Evaluasi

pelaksanaan program berjalan.

Sumber: Cohen dan Uphoff (1979).

Penelitian yang dilakukan oleh Taleshi (2015) menyatakan, hutan di gurun
Iran menunjukkan adanya keberhasilan, yaitu dalam rangka perencanaan suatu
wilayah (daerah gurun) yang tepat, komprehensif, dan berkelanjutan, penanaman
hutan untuk pemukiman pedesaan yang berkelanjutan melalui keterlibatan dalam
perencanaan. Dalam pendekatan partisipatif, penduduk desa terlibat dalam
pemikiran dan perencanaan pelaksanaan proyek, pemantauan, dan evaluasi.
Proyek ini dapat dilaksanakan di negara-negara berkembang lainnya dengan
daerah kering dan semi kering dan kondisi sosial dan ekologi yang sama dengan
Iran. Hasil penelitian Sudrajat dkk. (2016) menunjukkan bahwa partisipasi petani
berpengaruh secara nyata bagi kelestarian hutan rakyat, tetapi partisipasi petani

tidak memberikan pengaruh nyata-bagi-kesejahteraan petani. Hal ini karena
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keberadaan hutan rakyat lebih bersifat sebagai tabungan bagi petani. Petani
memperlakukan tanaman kayu sebagai cadangan pemenuhan kebutuhan untuk
keperluan mendadak yang jumlahnya besar, seperti keperluan anak sekolah, dan
hajatan keluarga.

Tabel 2.6. Tingkatan Partisipasi Menurut Peter Oakley.

No Tingkatan Partisipasi
1 Manipulation Tlngkatan paling rendah mendekati situasi tidak ada
i Rgerung berbentuk indoktrinasi
2 Consultation peluang untuk memberikan saran
: mereka harapkan
3 Consensus-buileing L ki OB/ LS g berinteraksi untuk saling

elemahan yang serlng

ntuk menghasilkan
encerminkan derajat
ividu maupun kelompok.

embang tidak hanya
tapi memikirkan akibat
Kglntungan, hambatan dan
ua orang memikirkan risiko
asil  keputusan. Karenanya

6 Partnership me agfkerfasecara equal menuju hasil yang mutual.
Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan
fungsi tetapi dalam tanggungjawab.

7 Self-management Puncak partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi
dalam proses saling belajar (learning process) untuk
mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian

Sumber: Effendi (Dwiningrum, 2015).

Partisipasi masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggungjawab dapat
diklasifikasikan, menyatakan: 1) penduduk setempat, 2) pemimpin masyarakat,
3) pegawai pemerintahan, 4) pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan
memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu (Cohen dan Uphoff,
1979). Menurut Kaewjumnong (2013), penggunaan proses pembelajaran
partisipatif memiliki enam langkah vyaitu: mencari masalah, menganalisis
penyebab masalah, merencanakan solusi untuk masalah, membuat master plan

komunitas, melakukan tindakan, dan-akhirnya mengevaluasi. Untuk mengawasi,
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mencegah, dan mengatasi masalah lingkungan, perlu memiliki proses yang
membuat orang dan stakeholders di masyarakat memiliki pengetahuan,

pemahaman, bersama-sama mengawasi dan mengelola proses.

Partisipatori adalah pembelajaran dengan menempatkan orang di
masyarakat sebagai pusat belajar, yang terdiri dari dua prinsip dasar pembelajaran
sebagai berikut: 1) Penoalaman Belajar adalah proses belajar untuk berbagi

pengalaman antara orang-orang. e arakat, 2) Proses Kelompok Belajar

adalah berbagi dan bglajar dari berbagai kelorhp orang dalam masyarakat,

dalam tujuh tingkatan partisipasw

Hasil penelitian Rangga (2014) tentang keefektifan kelompok afinitas dalam
mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di Lampung yang merumuskan
model pemberdayaan kelompok afinitas desa mandiri pangan menunjukkan
bahwa keefektifan kelompok afinitas dalam keberhasilan mewujudkan ketahanan
pangan sangat tergantung pada partisipasi anggota kelompok, namun partisipasi
anggota kelompok tersebut perlu dukungan dan peran stakeholders lainnya,
seperti: fasilitator, kelembagaan aparat, dan kelembagaan pelayanan. Nasdian
(2015), menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung elemen kemandirian dan
partisipasi dan dalam konteks ini yang berorientasi memperkuat kelembagaan
komunitas maka pemberdayaan warga komunitas merupakan tahap awal untuk
menuju kepada partisipasi warga komunitas (empowerment is road to
participation) khususnya dalam  proses ‘= ‘pengambilan keputusan untuk
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menumbuhkan kemandirian komunitas. Dengan kalimat lain, pemberdayaan
dilakukan agar warga komunitas mampu berpartisipasi untuk mencapai
kemandirian.

Konsep partisipasi menurut Ife dan Tesoriero (2008) adalah program
pengembangan masyarakat harus mendorong pengakuan dan peningkatan hak
maupun kewajiban untuk berpartisipasi. Mendorong partisipasi merupakan bagian

kritis dari proses pengembangan masyarakat. Kondisi yang mendorong partisipasi

masyarakat

mendominasi ke

mereka apa yang ha a ré@Qg haruseserasa

akan membuatperuba i e 3 éywa aKs1 masyarakat akan
membuat perubghan t g akan kecil insentif
untuk berpartisigasi. dapat memperoleh

dan didukung partisipasi

Pengembangan dan pemerdayaan masyarakat melibatkan perencanaan,
organisasi dan pengembangan berbagai aktivitas program yang bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat serta membina
kemandirian masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk itu
perlu revitalisasi konsep pembangunan yang mengedepankan partisipasi sebagai
dasar strategi baru dalam pembangunan perdesaan. Perencanaan partisipatif
adalah suatu proses perencanaan program pengembangan masyarakat yang
dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan stakeholders seperti tokoh
masyarakat dan aparat desa (Alfitri, 2011). Pokharel et al. (2007), juga
menyatakan bahwa partisipasi petani (kelompok tani) dipengaruhi oleh dukungan

stakeholders.
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f. Pengelolaan Hutan Rakyat yang Berkelanjutan

Pengertian pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan menurut USAID
(2014), de Groot; Uptonand Bass (LEI, 1998), IFCC (2013), NRDC (2013), dan
LEI (2004) ditentukan oleh tiga aspek keberlanjutan, yaitu keberlanjutan
lingkungan/ ekologi, keberlanjutan produksi/ ekonomis/ keuangan, dan
keberlanjutan sosial. Keberlanjutan lingkungan/ ekologi berorientasi pada

terpeliharanya stabilitas ekosistem an baik flora maupun faunanya yang

memiliki adaptasi d kemampuan untuk p kembali, keberlanjutan

estarian  sumber daya,

kelestarian hasil anfaat yang melebihi
biaya yang dikeluar ang ekuivalen dapat
diinvestasikang ' % serta'keberlanjutan sosial

kepustakaan, hatppir serm#a idak iga aspek utama dalam
ekonomi, sosial, dan

lingkungan.

Pengelolaan atau manajeme™ mertipakan proses mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan itu terselesaikan secara efisien
dan efektif dengan dan melalui orang lain. Menurut Robbins dan Coultier (2009)
dan Schermerhorn (1999), fungsi manajemen meliputi merencanakan (planning),
mengorganisasi  (organizing), kepemimpinan (leading), dan mengendalikan
(controlling) sehingga menghasilkan pencapaian tujuan yang telah dinyatakan
oleh organisasi. Tujuan pengelolaan hutan rakyat harus mampu memberikan
manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan dan fungsi hutan sebagai memelihara
tata air dan kesuburan tanah, mengurangi bahaya banjir, longsor, erosi dan
berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global (Puspitojati dkk., 2014),
sehingga konsep berkelanjutan harus menjadi tujuan utama.

Undang-undang RI No. 41 tahun 1999 menyatakan bahwa pengurusan

hutan yang berkelanjutan dan berwawasan-mendunia, harus menampung dinamika
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aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat
yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Mengapa pengelolaan hutan oleh
masyarakat penting?, “Kebanyakan masyarakat pedesaan, dan Kkhususnya
masyarakat asli mempunyai tradisi turun menurun dalam mengelola hutannya,
seperti pengelolaan sumberdaya hutan menjadi tanggung jawab masyarakat
setempat dan praktik pengelolaannya dilakukan melalui upaya kerjasama atau

bersama-sama dengan anggota masyarakat. Mereka berhasil membangun

ampilan praktis yang dapat

dituangkan ke dalam Jamigikelangsungan pengelolaan

pemberdayaan masya

rangka Sosial Forestri.

meningkatkan kesejanieraan dan mewujudkan hutan iestari.

Dalam sejarahnya pengelolaan hutan di Indonesia, telah terjadi dinamika
model pengelolaan yaitu masa kerajaan, masa penjajahan Belanda dan Jepang,
dan masa kemerdekaan (era orde lama, era orde baru, era reformasi). Pada
awalnya peran masyarakat dan terutama masyarakat lokal (adat) yang memiliki
akses yang luas terhadap pengelolaan sumberdaya hutan kemudian berkembang
pada sistem pengelolaan yang yang sentralistik terutama masa orde baru yang
memanfaatkan/mengeksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi nasional.
Kerusakan hutan yang terjadi telah mengundang reaksi dunia internasional.
Menurut FAO selama 1976-1980 telah terjadi kerusakan hutan (deforestasi)
dengan kontribusi kerusakan dari perusahaan perkayuan (HPH), hutan tanaman
industri (HT1), dan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit (Sudiyono, 2015).
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Perkembangan selanjutnya, dengan munculnya kesadaran akan kepentingan
keberlanjutan lingkungan hidup maka sejak era reformasi munculah konsep
pengelolaan hutan berkelanjutan. Konsep itu, khususnya munculnya Undang-
undang No. 41 Tahun 1999 tentang perubahan pola pikir dalam kebijakan yang
merubah konsep pengusahaan hutan menjadi konsep pada pengelolaan hutan dan
dalam implementasinya UU No. 41 Tahun 1999 lebih berorientasi pada pola

kegiatan pengelolaan hutan dan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua hutan di

kemakmuran rakyat. UU

/1999, yaitu bahwa
mendunia, harus
dan budaya, serta

nasional. Berbagai

dan program hutan rakyat (HR) yang menjadikan lahan milik penduduk sebagai
sasaran program rehabilitasi hutan (Sudiyono, 2015).

Menurut Adisasmita (2010), kebanyakan pendekatan pengelolaan hutan
dilakukan secara konvensional menggunakan sistem top-down yang cenderung
lebih memberikan suara dan wewenang pengawasan kepada kepentingan pusat, di
lain pihak kurang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan penduduk lokal.
Hutan dipandang dalam orientasi timber management (pengelolaan kayu) untuk
diambil manfaat ekonominya tanpa pertimbangan keberlanjutan hutan. Ke depan
pengelolaan hutan harus melibatkan seluruh stakeholders dari pemerintah (pusat
dan daerah), kalangan LSM, masyarakat sekitar hutan, sampai masyarakat
pemerhati  hutan sehingga dapat mengatur efektifitas fungsi hutan untuk

kepentingan publik. Hal ini disebabkan hutan memiliki berbagai fungsi dalam
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kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan, selain penghasil kayu hutan

berfungsi sebagai penampung air, penahan air hujan, mencegah erosi, dan

menjaga kesuburan tanah.

Menurut Rimbawan Global (2011), beberapa karakter umum pengelolaan

hutan rakyat ditinjau dari aspek manajemen hutan adalah sebagai berikut:

1.

Berada di tanah milik vanag dijadikan hutan dengan alasan tertentu, seperti

hutan rakyat.
Belum ada perencanaan pengeioiaan hutan rakyat, sehingga tidak ada petani
hutan rakyat yang berani memberikan jaminan terhadap kontinuitas pasokan
kayu bagi industri.

Mekanisme perdagangan kayu rakyat di luar kendali petani hutan rakyat
sebagai produsen, sehingga keuntungan terbesar dari pengelolaan hutan
tidak dirasakan petani hutan rakyat.

Karakter-karakter tersebut sangat mengisyaratkan rentannya keberlanjutan
hutan rakyat akibat adanya peningkatan kebutuhan industri berbasis
kehutanan, terutama bahan baku kayu. Hal ini diperparah oleh menurunnya
produktivitas kayu dari hutan negara yang disebabkan oleh penebangan liar

dan kegagalan pembuatan tanaman.
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9. Diperlukan upaya intervensi bagi penyelamatan hutan rakyat dari penurunan
kualitas dan kuantitas yang lebih jauh yang akan membawa dampak negatif
bagi kualitas ekologi dan ekonomi regional. Di sisi selanjutnya, sejumlah
industri berbasis kayu rakyat yang menampung ribuan tenaga kerja juga
akan mengalami dampak ikutan (collateral damage). Pengembangan
kemampuan manajerial dalam pengelolaan hutan rakyat harus

ditumbuhkembangkan untuk memberikan kepastian keberlanjutan pasokan

PO Kepastian KO Wgs pendapatan petani hutan

rakyat.
’ . i)
Berbagai ] tah_su dalam pengelolaan/
pembangunan terutafffa "W g berkaitan dengan

sebatas programy | i ' c - tumpangsari - untuk

r, yaitu penanaman

sangat penting dan menjadi ujng dari semua proses. Kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa petani pada umumnya dihadapkan pada masalah kebutuhan
yang mendesak dan seringkali tanaman kayu menjadi andalan guna mengatasinya
sehingga muncul istilah "daur butuh”. Kondisi tersebut menyebabkan petani
pada posisi yang lemah karena pada kenyataannya penjualan kayu dilaksanakan
dengan sistem borongan kepada bandar, sehingga dalam aplikasinya belum
menyeluruh mengakomodasi semua aspek tersebut mulai dari proses produksi
sampai ke pemasaran (Suyarno, 2015). Penelitian yang dilakukan dalam kasus
hutan rakyat di Jawa dan Madura menunjukkan bahwa ciri manajemen yang berada di
tanah milik dan pengambil keputusan pengelolaan hutan, berbasis pada keluarga
(BPKH XI, 2010).
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Pemerintah daerah sebaiknya melakukan upaya untuk menekan
kecenderungan perubahan fungsi lahan dari hutan rakyat ke fungsi lainnya,
dengan mengatasi penyebab utama perubahan tersebut. Salah satunya adalah
tekanan ekonomi yang sangat mendesak yang saat ini tidak bisa dipenuhi dari
hutan, tetapi dipahami bisa dipenuhi dari sektor lain seperti pertanian, peternakan,
dan perikanan. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut harus bisa dipenuhi dengan

cara menambah ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih beragam, sehingga

Penelitian [ a%7 I Kabupaten Gunungkidul
menunjukkan

terwujud kg

masyarakat. negara berhadapan
dengan pengemBangan gguh ini merupakan
keniscayaan se] adoks yang menarik.

Apalagi pesatnya menyebabkan konsep

enyisakan pertanyaan yang

kontribusinya pada pengurangan kemiskinan, pemperdayaan masyarakat serta
perbaikan kondisi hutan. Penelitian Valls et al. (2012), menunjukkan bahwa
aspek-aspek kunci dari social forest management (SFM) adalah perencanaan
manajemen, pertimbangan sumber daya alam (keanekaragaman hayati, habitat,

tanah dan air), dan kontribusi untuk pembangunan perdesaan.

Menurut  USAID (2014), keberlanjutan hutan rakyat (sustainibility of
community fortestry) ditentukan oleh tiga aspek keberlanjutan, yaitu: 1) Aspek
keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), bahwa adanya bentuk
prakarsa diri/ gagasan diri (self-initiated forms) dari hutan rakyat mempunyai
kontribusi signifikan untuk pemeliharaan hutan yang sehat (di banyak negara Asia
dan Pasifik). Namun secara eksternal juga terdapat program yang dapat
mempertahankan atau meningkatkan ‘kualitas ‘hutan, misalnya di India di bawah
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Joint Forest Management (JFM); 2) Aspek keberlanjutan keuangan (financial
sustainability), taraf ketergantungan pada donor untuk program kehutanan
masyarakat membenarkan kekhawatiran tentang keberlanjutan keuangan. Di
banyak negara di Asia, kehutanan masyarakat telah didorong dan didukung oleh
donor. Di Nepal misalnya, keberlanjutan hutan rakyat didukung kuat oleh
masyarakat dan dukungan donor telah menurun: 3) Aspek sosial ekonomi (socio-

economic sustainability), tantangan utama bagi keberlanjutan sosial-ekonomi

banyak kasu
belum besar,

Perubahan masye

masyarakat sangat pent

ekonomi dan lingkungan.

Konsep pengelolaan hutan berkelanjutan didasarkan atas terpenuhinya
keberkelanjutan tiga fungsi utama hutan (de Groot, 1994; Uptonand Bass, 1995
dalam Lembaga Ekolabel Indonesia, 1998), yaitu: a) Ekologis/ Lingkungan:
Ekosistem hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap
mempertahankan produktivitas, adaptabilitas dan kemampuannya untuk pulih
kembali, b) Sosial: Mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma
sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan berkelanjutan secara sosial
apabila bersesuaian dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui
batas ambang toleransi komunitas setempat terhadap perubahan, ¢) Ekonomis:

Fungsi itu menunjukkan bahwa manfaat dari hutan melebihi biaya yang
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dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal yang ekuivalen dapat diinvestasikan
dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Strategi pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan perlu adanya
peningkatan capacity building (CB). Menurut Brown (2001) CB adalah suatu
proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau

suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan vyana telah ditetapkan. CB dapat

diupayakan untuk membant arakat ataupun individu dalam
mengembangkan keah h. tuhkan untuk mewujudkan
tujuan-tujuan mere ingkali didesain untuk
memperkuat ke an kebijakan mereka
dan menjalank , dibuat®ara efktif. CB merupakan
istilah yang @difunakafuntuk me ' 3 m%arakat pelalui perubahan
pada dirinya, ill, pengorganisasian
program dan lain-lain. 5@ an®sgpuah r@l proges perubahan, gerak
perkembangan . als secaragindividu, kelompok,
organisasi maupun cwork sebuah sistem ke
arah yang lebih baik. Berl asyarakat dalam mengelola
hutan rakyatnya, diperlukan atan pada berbagai aspek yang

memungkinkan adanya peningkatan kebisaan dari apa yang sudah bisa,

peningkatan kebiasaan dari kebiasaan yang sudah ada.

Morrison (2001) menyatakan bahwa “learning is a process, which flows
from the need to make sense out of experience, reduce the unknown and uncertain
dimensions of life and build the competencies required to adapt to change”.
Pengembangan kapasitas adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya
kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan
ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan
untuk beradaptasi menghadapi perubahan. Menurut Brown dan Morrison, CB atau
pengembangan kapasitas memiliki kepentingan dalam: 1) perwujudan
sustainibilitas suatu sistem dan 2) perwujudan dalam memperbaiki Kinerja dalam
hal: efisiensi (waktu dan sumberdaya), efektivitas usaha, respon antara kebutuhan
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dan kemampuan, pembelajaran pada tingkat Kkinerja individu, kelompok,
organisasi dan sistem. Morrison menjelaskan bahwa capacity building sebagai
pembelajaran dari yang bisa dilakukan (tindakan) untuk perubahan dengan
pengembangan inisiatif untuk peningkatan kapasitas.

Capacity building merupakan suatu proses perubahan peningkatan
pengembanaan kapasitas secara bertingkat yana berporos pada potensi individu,

i 0ada pembentukan framework sebuah

kelompok, organisasi maupun_pe

sistem ke arah yang leh ibatkan individu, kelompok,
organisasi, dan si orogram. Peningkatan
Capacity buildi kemaman dan kemampuan

(pembinaan pemerintahz@alam

mendorong tingkat par%si mas asak® t dalam@duku j pengelolaan hutan
rakyat yang berkgfanjutan!

dan revisi untuk pengelolaan htan Derbasis masyarakat perlu didasarkan pada
pengalaman kehidupan nyata daripada program/ kebijakan khusus (ad-hoc) dan
pengambilan keputusan secara top-down, 2) jika diberikan otonomi penuh dan
peralihan/devolusi kekuasaan, kelompok pengguna hutan masyarakat dapat
menjadi lembaga lokal yang layak untuk mempertahankan hutan dan demokrasi
lokal, dan memberikan layanan pembangunan pedesaan dengan membangun

kemitraan dengan banyak LSM dan penyedia layanan sektor swasta.

Pada kenyataannya banyak kondisi yang menunjukkan karakter suatu hutan
rakyat dalam pengelolaanya, antara lain sebagai berikut:

1. Belum semua dusun dan desa yang memiliki hutan rakyat didukung oleh

organisasi pengelola dan kelembagaan hutan rakyat yang baik, kuat dan

mandiri.
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2. Sebagian besar masyarakat masih mengelola hutan rakyat sebagai tindakan
private goods, perlu ditambah dengan pemahaman public goods. Dalam
pengertian ekologi, yang diperlukan adalah gerakan collective action untuk
pengelolaan hutan rakyat.

3. Secara keseluruhan potensi kayu hutan rakyat per hektar masih rendah yaitu
baru mencapai sekitar 30 m*ha untuk seluruh Jawa dan Madura.

4. Sinergi pengelolaan hutan rakyat berdasarkan wilayah DAS (hilir, tengah,

6. aa lainnya dengan
‘ cara gomersial.

7. Di banya daer%elah tEgRdi pg fungsi dari hutan rakyat
menjadi pé gguna@ainn | Hal infgdikar angnya insentif yang
diterima olefypelaki/ Pl

8. Pengembangan h n dengan tata ruang daerah,

9. Peraturan tata kelola kayu rakyat dikeluhkan oleh masyarakat sebagai
sesuatu yang menghambat dan bersifat disinsentif.

Rumusan Hasil Kerjasama BPKH XI dengan MFP Il (2010), menyebutkan
tujuan pengelolaan hutan rakyat adalah:

1. menciptakan stabilitas ekologi yang memberikan peningkatan pendapatan
keluarga, dan meningkatkan keadilan ekonomi bagi pemilik hutan rakyat;

2. mewujudkan pengelolaan hutan rakyat yang mencerahkan masyarakat dan
tidak bertentangan dengan budaya masyarakat;

3. strategi pengembangan pengelolaan dan arahan kebijakan hutan rakyat di
Pulau Jawa;

4. berkontribusi pada pola pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai

dari bagian hilir, tengah, dan hulu;
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5. pembentukan unit manajemen hutan rakyat berkelanjutan sehingga terwujud
keberlanjutan hasil dan keberlanjutan usaha hutan rakyat, serta didukung
oleh kelembagaan yang kuat;

6. memastikan kawasan hutan rakyat dimasukkan dalam tata ruang daerah dan
mendorong pembuatan peraturan daerah tentang pengelolaan hutan rakyat;

7. mewujudkan hutan rakyat yang dikelola berdasarkan pada perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi

menghasilkan penilaian hutan yang rendah.

Menurut IFCC (2013), Sustainable Forest Management (SFM) atau
Pengelolaan Hutan Lestari merupakan pendekatan holistik yang menerapkan
prinsip kelestarian fungsi ekologi, sosial, dan produksi (ekonomi). Komunitas
internasional menerjemahkan hal ini sebagai tiga landasan inti (the triple bottom
line): Bumi, Manusia dan Keuntungan (Planet, People and Profit). Standar ini
didasarkan pada kerangka internasional untuk pengelolaan hutan lestari termasuk
International Tropical Timber Organization (ITTO) dan Program for the
Endorsement of Forest Certification (PEFC Council). Hal tersebut memadukan
konsep perbaikan berkelanjutan (Rencana, Kerja, Periksa, Bertindak atau Plan,

Do, Check, Act) seperti yang ditetapkan dalam standar-standar kualitas dan sistem
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pengelolaan lingkungan; dan mempertimbangkan penerapan-penerapan terbaik
pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Menurut Adisasmita (2010), kriteria dan indikator untuk mencapai
keberhasilan pengelolaan hutan berkelanjutan, maka terdapat lima pokok kriteria
yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Forest resource base, vaitu terjaminnya sumber-sumber hutan yang dapat

kelembagaan yang dinamis dan mendukung pengeioiaan pengelolaan hutan

berkelanjutan. Institutional frameworks juga mencakup pengembangan
sumberdaya manusia, serta kemajuan penelitian, ilmu dan teknologi yang

kesemuanya turut mendukung terciptanya manajemen hutan berkelanjutan.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor: 32/ 2004 jo. Undang-undang
Nomor: 8/ 2005 tentang pemerintah daerah; Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki
kewenangan dalam mengatur pengelolaan sumberdaya alam yang di dalamnya
termasuk kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Menurut BPKH XI (2010),
Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kegiatan pengelolaan hutan secara
utuh (ruang lingkup) yang meliputi: (1) perencanaan hutan rakyat, (2) tata kelola

hutan rakyat, (3) kelembagaan, (4) pembiayaan, (5) penelitian dan pengembangan,
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(6) pengendalian. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI, 2004), membuat indikator
keberlanjutan sumberdaya hutan yang terdiri atas prinsip, kriteria, dan indikator.
Indikator keberlanjutan sumberdaya hutan diperlukan untuk memberikan standar
ukuran-ukuran dan penilaian dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Secara skematis indikator keberlanjutan hutan dapat dilihat pada Gambar 2.4

Pengelolaan Hutan
BerbasjgMasyarakat

Sintasan ekosistem iangka dapat
dipertahankan & gangguan
terhadapnya dapat diminimalisir

Kelestarian Sumberdaya
Kelestarian Hasil

Gambar 2.4. Struktur Prinsip dan Kriteria Kelestarian Hutan (LEI, 2004).

Menurut NRDC (2013), prinsipnya konsepsi Pengelolaan Hutan Lestari
memiliki tiga tipe, yaitu: (1) kelestarian hasil hutan yang menitikberatkan pada
hasil kayu tahunan atau periodik yang sama, (2) kelestarian potensi hasil hutan
yang berorientasi pada hutan sebagai pabrik kayu, dan (3) kelestarian sumber daya
hutan yang menitikberatkan kepada hutan sebagai ekosistem yang menghasilkan
kayu maupun non-kayu, pelindung tata air dan kesuburan tanah, penjaga
kelestarian lingkungan, serta berfungsi sebagai gudang untuk kelangsungan hidup
berbagai macam sumber genetik, baik flora maupun fauna. International Tropical
Timber Agreement (ITTO) menyimpulkan bahwa definisi operasional mengenai

Pengelolaan Hutan Lestari perlu mencakup unsur-unsur,
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1. Hasil yang berkesinambungan berupa kayu, hasil hutan lainnya dan jasa

2. Mempertahankan tingkat biodiversity yang tinggi dalam konteks
perencanaan tata guna lahan yang integratif yang mencakup jaringan kerja
kawasan lindung dan kawasan konservasi

3. Menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutan dengan penekanan pada
pemeliharaan produktivitas tempat tumbuh (site productivity), menjaga

sumber benih (plasma nutfah) dan unsur biodiversity yang diperlukan untuk

bagai suatu proses

pengelolaan yang

mempunyai fungsi produksi mempunyai niiai ekonomi, seperti kayu, rotan, dan

gaharu.

Sasaran SFM

Gambar 2.5. llustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Sumber: NRDC (2013)
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Hutan mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk
kelangsungan makhluk hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi
tersebut di antaranya adalah menyerap CO; sekaligus menghasilkan oksigen bagi
kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber
keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Hutan juga mempunyai fungsi sosial
karena hutan memberikan manfaat bagi masyarakat di antaranya sumber

pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan,

antara unit manajemen (UiVi) dan masyarakat, pemenuhan hak-hak pekerja,

kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari
menurut Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI, 2004) menetapkan kriteria dan
indikator sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML)
meliputi aspek ekologi, produksi, dan sosial. Penetapan kriteria meliputi; (1)
Aspek ekologi dengan kriteria terpeliharanya stabilitas ekosistem hutan,
terpeliharanya sintasan species endemik/ langka/dilindungi; (2) Aspek produksi
dengan kriteria kelestarian sumber daya, kelestarian hasil, kelestarian Usaha; (3)
Aspek sosial dengan kriteria kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan
lahan atau areal hutan yang dipergunakan, terjaminnya ketahanan dan
pengembangan ekonomi komunitas, " ‘terbangunnya pola hubungan sosial yang
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setara dalam proses produksi, dan keadilan manfaat menurut kepentingan
masyarakat. Menurut LEI, pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) itu
sendiri adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu atau
kelompok suatu komunitas, baik pada lahan negara, lahan komunal/adat maupun
lahan milik (individual/rumah tangga) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
individu/rumahtangga dan masyarakat, baik komersial maupun sekedar untuk

subsistensi.

pengelolaan nutan secara iestari (Ritchie et ai., 2001).

FSC (2015) dengan visinya bahwa hutan dunia memenuhi hak-hak sosial,
ekologi, dan ekonomi dan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan
orang-orang dari generasi mendatang. memberikan kriteria dan indikator untuk
mendukung pengelolaan yang ramah lingkungan, menguntungkan secara sosial
dan ekonomis dari hutan dunia. Sepuluh prinsip dan kriteria FSC, vyaitu:
1) Kepatuhan Hukum, 2) Hak Pekerja dan Kondisi Ketenagakerjaan, 3) Hak
Masyarakat Adat, 4) Hubungan Masyarakat, 5) Manfaat dari hutan, 6) Nilai
Lingkungan dan Dampak, 7) Perencanaan Manajemen, 8) Pemantauan dan
Penilaian, 9) Nilai Konservasi Tinggi, dan 10) Penerapan Manajemen. Dalam
BPKH (2006) dinyatakan bahwa konsep kelestarian hutan rakyat dengan
memperhatikan kelestarian hasil hutan ‘dengan 'mewujudkan: (1) kepastian hutan
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rakyat, artinya tidak terjadi perubahan penggunaan lahan tegalan dan pekarangan
untuk nonhutan rakyat dapat dalih fungsikan secara sepihak oleh pemiliknya,
karena hutan rakyat memiliki fungsi private goods dan public goods;
(2) penebangan memperhatikan permudaan kembali, sehingga ada keseimbangan
antara penebangan dan pertumbuhan (riap) atau penebangan sesuai dengan umur
daurnya atau sesuai diameter tertentu. Menurut Saragih (2015), dari penelusuran

kepustakaan, hampir semua mengukuhkan setidaknya tiga aspek utama dalam

engukur pengelolaan
hutan rakyat jlan  dari  beberapa

kepustakaan. r dari International

Tropical Tigber izati ' ational  Forestry
Research (Cl C, FSC, dan para
peneliti terdahdlu ses ( prinsi@mban unan berkelanjutan.
Deskripsi  konse auill  pengertian-pengertian dari

menghasilkan pemanfaatan s Nu I yang tidak terbarukan menjadi
pemanfaatan ~ sumberdaya ailam yang terbarukan (from nonrenewable to
renewable natural resources), dari pemanfaatan yang hanya berorientasi pada
fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi pemenuhan kebutuhan sosial dan
lingkungan (from economic cost only to economic cost internalization social and

environment).

4. Model Pengelolaan Hutan Rakyat yang Berkelanjutan

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2008)
adalah sustainabilitas membutuhkan persyaratan-persyaratan, antara lain:
penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui harus dikurangi, dan
dihilangkan jika memungkinkan; output negatif lingkungan (misalnya polusi)
harus dikurangi, bahan-bahan yang penting harus dilindungi dan didaur ulang jika

memungkinkan; pembatasan pertumbuhan karena sifat dasar dari pertumbuhan
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tersebut tidak langgeng. Persyaratan tersebut berkaitan dengan berbagai tantangan
yang ada dalam penglolaan hutan rakyat yang berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi dalam Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (PHM)
saat ini sangat luas dan kompleks. Sumberdaya hutan, masyarakat hutan dan
sistem PHM di banyak bagian dunia terus menerus mengalami tekanan dari:

perubahan situasi politik dan ekonomi di tempat mereka beroperasi, meningkatnya

asi global, termasuk.mlui media populer, dan
i, dapat menyebabkan:

terciptanya perr erciptanya  kompetisi

kepercayaan e
pengelolaan igesi. Jika suatu saat
sistem PHM ter AL i Ud kepada penggunaan

hutan yang tidaly berkela _' d Nal nya degradasi hutan

keputusan pengelolaan hutan kntemorer ada dua kriteria yang penting, yaitu
jumlah faktor yang dipertimbangkan dan tingkat ketidakpastian faktor-faktor
tersebut. Sumber kompleksitas meliputi karakter individu, faktor dianggap paling
relevan untuk pengambilan keputusan (hutan itu sendiri, tujuan organisasi, biaya
manajemen, opini publik, kebijakan nasional dan hukum, dan wawasan ilmiah
baru dan ide-ide). Penelitian di masa depan harus fokus pada pentingnya
bagaimana aktor mengatasi kompleksitas, bagaimana persepsi yang berbeda dari
kompleksitas mempengaruhi multi-stakeholders dalam proses pengambilan
keputusan, dan bagaimana menghadapi persepsi yang berbeda dalam proses
tersebut. Wawasan topik ini akan membantu baik mencapai pemahaman bersama
tentang sistem yang merupakan subjek dari keputusan atau, setidaknya,
peningkatan kesadaran dari banyak persepsi yang terlibat untuk "belajar dengan
tindakan yang bertujuan menuju situasi yang lebih membaik".
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Ellis et al. (2015), menyatakan konsolidasi dalam pengelolaan hutan ber-
basis masyarakat menyangkut kondisi kelembagaan, sosial ekonomi dan
lingkungan. Dalam rangka memperkuat community forest management (CFM) di
Quintana Roo dan spektrum manfaat yang lebih luas dari masyarakat hutan, isu
yang perlu ditangani dan diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan
konservasi dan dan kebijakan kehutanan adalah investasi publik dan swasta

menuju penguatan community forest enterprises (CFEs), untuk meningkatkan

ang dikelola oleh masyarakat

masyarakat memenubhi:

yarakat; kebutuhan
dan rumah ibadah;

bahwa proses pembeiajaran sosial dan koiaborasi berbasis, pengaturan, praktik
dan sikap, dan aktif fasilitasi pro-ekuitas, memberikan kontribusi yang signifikan
dalam merespon dilema. Secara khusus, pendekatan kolaboratif untuk aktivitas
perempuan dan anggota miskin untuk beralih dari marjinal untuk kerjasama yang
lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Dari perspektif kebijakan, penelitian
menggarisbawahi nilai investasi lebih lanjut dalam aspek sosial dan kelembagaan
kehutanan masyarakat dan tata kelola sumber daya alam. Secara khusus,
menyarankan mencari jendela kesempatan untuk terlibat dan mendukung
pendekatan bernuansa untuk ekuitas dan untuk memelihara konstelasi
pembelajaran ekuitas berorientasi sosial, fasilitasi pengambilan keputusan dan
jaringan. Untuk mengimbangi kecenderungan tata kelola sumber daya lokal perlu

dibangun dan dihubungkan kapasitas lokal dengan berorientasi kepemimpinan,
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fasilitasi, dan jaringan. Mengasuh pembelajaran yang lebih luas dan wacana
berorientasi ekuitas dapat mendukung negosiasi kekuasaan lokal.

Peningkatan " ruang " untuk orang-orang terpinggirkan melalui peningkatan
jumlah dan kualitas dan tersedia terkait ruang untuk interaksi, dan penempatan ini
pada skala masyarakat menjangkau perempuan dan masyarakat miskin,

memberikan kontribusi untuk mengatasi budaya, prosedural, dan informasi faktor-

dapat mendukung ompok-kelompok lokal

(13

pengertian dan

mereka anggap $e i 3 il. irnya, penelitian ini

Tabel 2.7. Fungsi Huta

No Fungsi Jumlah (%)

1 Ekologi MerTataNldMg ki 100
Sumber mata air 100
iviencegah bahaya banjir 36
Mencegah longsor 36
Konservasi/ menahan erosi 16

2 Ekonomi Pendapatan masyarakat 96
Kesempatan berusaha 92
Tabungan/ investasi 64
Mencukupi kebutuhan sendiri 12

3 Sosial Membuka lapangan kerja 100
Kerjasama dengan pihak lain 80
Ekowisata 32
Hutan Percontohan 4

Sumber: Suryaningsih, dkk. (2012)

Komponen penting dari sistem mata pencaharian berbasis pertanian terpadu,
wilayah hutan harus dirancang sebagai wilayah yang dapat memenuhi tiga pilar
ekonomi, sosial, dan ekologi/ lingkungan. Hasil penelitian Suryaningsih dkk.

(2012) di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo menunjukkan
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bahwa hutan rakyat memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dengan persepsi
masyarakat yang dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Di Kabupaten Bantul DIY, pengelolaan hutan rakyat juga telah
diorientasikan pada penguatan pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Segi
ekologi/ lingkungan dilakukan dengan pembuatan dan pemeliharaan hutan rakyat,
pengkayaan hutan rakyat penghijauan lingkungan, dan kegiatan sipil teknis

sosial dan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mgngembangkan Usaha Kecil
‘, j a0 berupa pengelolaan

dbah madu; idaya

L/
ekonomi sesua pog@/ilaya utan’y

prasarana pea@olahan 8gsil hutag erﬂs

:naman yang bernilai

dan kegfefan pahgadaan sarana dan
2014).

dilaksanakan dalam masyarakat perdesaan kecil dari negara Puebla, Meksiko,

untuk mengungkapkan persepsi pemilik hutan untuk membangun infrastruktur di
hutan mereka sebagai bagian dari proyek ekowisata mereka. Hal ini juga
mengungkapkan motif yang mendasari pemilik hutan dalam menggunakan hutan
mereka untuk ekowisata. Ekowisata dianggap sebagai kegiatan pelengkap untuk
pertanian yang akan memungkinkan perempuan terlibat dalam pembangunan
masyarakat. Penelitian ini juga memunculkan bahwa hutan ekowisata tidak
dianggap sebagai kegiatan yang akan menggantikan pertanian. Konservasi hutan
hanya dapat dicapai jika ada insentif ekonomi untuk petani. Namun, konservasi
hutan juga merupakan fungsi dari faktor penentu lain yang nilai-nilai sosial
memainkan peran penting. Memahami persepsi masyarakat akan membantu

fasilitator untuk merekomendasikan kegiatan yang konsisten dengan nilai-nilai


http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/indexinglinkhandler/sng/au/Rodr$edguez-pi$f1eros,+Sandra/$N?accountid=25704
http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/indexinglinkhandler/sng/au/Rodr$edguez-pi$f1eros,+Sandra/$N?accountid=25704

119

dan kebutuhan masyarakat dalam hal kontribusi sumber daya untuk meningkatkan

pembangunan ekonomi dan sosial.

Pengelolaan hutan rakyat dapat digunakan sebagai upaya pendekatan dalam
memadukan kepentingan ekologi dan sosial ekonomi  dan pendekatan
kepentingan pemerintah untuk tujuan pembangunan yang luas serta kepentingan

masyarakat di sekitar hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan kesejahteraan dari

dan setiap tahun
berbeda.

6. Bagi perusahaan yang bernuansa “perusak alam” periu adanya dana
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dialokasikan untuk GHR.

7. Bagi masyarakat dan kelompok masyarakat yang berhasil melaksanakan
GHR perlu diberikan insentif yang real dan bermanfaat.

8. Segera membuat kebijakan, minimal setingkat Perbup/ Perwali untuk
mengembangkan GHR.

9. Membuat kebijakan tentang sistem pemasaran hasil hutan dari hutan rakyat,
dan pusat informasi pemasaran hasil hutan rakyat di tingkat kabupaten/ kota.

10. Pemerintah dan swasta harus mampu menyediakan bibit yang unggul,
murah dan mudah didapatkan untuk pengembangan GHR.

Menurut Mardikanto (2013") pengembangan usaha perhutanan rakyat perlu
dikelola sebagai dirancang sistem pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk itu,
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pengelolaannya harus bersifat partisipatif, yang memberikan kesempatan kepada
masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi secara
aktif dalam rangka pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, sejak pengambil-
an keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi
kegiatan, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasilnya. Di samping itu masyarakat
juga terlibat dalam pengamanan dan keberlanjutan sumberdaya alam dan

lingkungan  hidup  serta  penumbuhan  kesadaran  masyarakat  dan

iliki) sehingga menjauhkan
diri dari upaya perusak : ilstudi Bank Dunia terhadap
bahwa keberhasilan

proyek secara barkel jadi §§ i ian pada pembangunan

Selanjut

2) Pemanfaatan, konservasi, dan renabiiitasi sumberdaya hutan demi menjaga
keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
3) Keberlanjutan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan tradisional kaitannya
dengan pemanfaatan dan keberlanjutan sumberdaya hutan.
Perbaikan pengelolaan hutan rakyat dapat dilihat dari indikator tahapan
perubahan perilaku dalam pengetahuan (mengetahui, memahami, menggunakan
pengetahuan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi), sikap (menerima/
memperhatikan, menanggapi, menilai, mengorganisir, menghayati), dan
keterampilan (menyadari, siap, mencoba-coba, terbiasa, terampil, adaptasi,
mencipta) dalam pengelolaan hutan rakyat (Theresia dkk., 2014).

Sedangkan model dalam konteks pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan
dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut. Menurut Manestch and Park
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(Ratina, 2011), model merupakan penggambaran abstrak dari sistem dunia nyata,
yang akan bertindak seperti dunia nyata untuk aspek-aspek tertentu. Menurut
Eryatno (2012), dalam terminologi penelitian operasional, secara umum model
didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau
situasi aktual. Model memperlihatkan hubungan-hubungan langsung maupun
tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam istilah sebab akibat. Oleh karena itu
model adalah suatu akstraksi dari realifas. Maka pada wujudnya kurang kompleks

daripada realitas itu

mewakili berbagai aspé

L/ .
yang dapat di Ior@ menja

perwakilan figik dari rapa H

adalah jenis model
odel fisik), yaitu

pun dalam skala

berubah menurut wakf ini séfbiai O penjabaran  hubungan

matematik), pada hakikainya i1imu sistem memusatkan pernhatian pada model
simbolik sebagai perwakilan dari realitas yang dikaji. Format model ini dapat

berupa angka, simbol dan rumus.

Model dengan menggunakan diagram dapat diterapkan dalam penelitian ini
untuk mengakomodasikan kompleksitas masalah yang ada. Model yang
digunakan adalah konsep pemodelan persamaan struktural dengan Structural
Equation Model/ SEM. Jika dilihat dari penyusunan model serta cara kerjanya,
SEM adalah gabungan dari analisis faktor dan regresi. Ratina (2011) menyatakan
bahwa SEM adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat cross-sectional,
linier dan umum, juga termasuk teknik statistik yang digunakan untuk
membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-
model sebab akibat. SEM cenderung digunakan untuk menentukan apakah suatu
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model tertentu valid atau tidak daripada menggunakannya untuk menentukan
suatu model tertentu cocok/ sesuai atau tidak meski analisis SEM sering pula
mencakup elemen-elemen yang digunakan untuk menerangkan walaupun memang
analisisnya untuk lebih menegaskan daripada menerangkan. SEM digunakan
bukan untuk merancang suatu teori, konsep atau rumusan model, tetapi lebih
ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan suatu rumusan model yang

terlebih dahulu  harus diciptakan. Oleh karena itu, syarat utama menggunakan

konfirmatori teori (uji hipotesis) dan membangun hubungan yang belum ada

landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi (Solimun dkk., 2016).

Dari uraian tersebut, yang dimaksudkan oleh penulis sebagai model
pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan adalah pengelolaan hutan rakyat
yang menerapkan prinsip keberlanjutan, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Model tersebut dengan memperhatikan berbagai faktor yang
mempengaruhi, vyaitu:, kelembagaan masyarakat, dukungan stakeholder,
pemberdayaan masyarakat, dinamika kelompok, partisipasi masyarakat, dan
pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan.
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B. Kerangka Berpikir

Pengelolaan hutan rakyat (HR) keberlanjutan harus memenuhi tiga fungsi
keberlanjutan, yaitu keberlanjutan secara sosial, keberlanjutan secara ekonomi,
dan keberlanjutan secara lingkungan. Hasil penelitian Wardie (2011)
menunjukkan rumahtangga tani memiliki sikap dan perilaku yang positif terhadap

keberlanjutan usahatani. Hal ini menupjukkan bahwa jika usahatani memberikan

na prasarat yang

masyarakat dalam

keterbatasan masyarakat, seningga periu dilakukan pemberdayaan sebagai
konsekuensi keterlibatan terbatas pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
Pemberdayaan yang dilakukan harus mampu memberikan ruang pada masyarakat
untuk berubah sesuai dengan kebutuhan internal (kondisi lokal) dan kebutuhan
eksternal (kondisi global), sehingga bermuara pada proses pengelolaan hutan
rakyatnya. Keberhasilan HR berkelanjutan ditentukan oleh adanya perubahan
perilaku masyarakat dari pengelolaan HR yang tradisional (misalnya “daur
butuh”) ke arah pengelolaan HR berkelanjutan (misalnya “daur tunda tebang”

atau tebang sesuai umur tebang).

Pemberdayaan diperlukan dalam proses perubahan perilaku yang merujuk
pada pemberdayaan sebagai sebuah proses bermuara pada sebuah perubahan
perilaku masyarakat. Rustiadi dkk. menjelaskan bahwa dalam strategi perubahan
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prilaku (behavioral change), kekuatan utama dalam mengubah perilaku individu
adalah melalui proses partisipasi di dalam kelompok. Individu cenderung lebih
mudah dipengaruhi oleh kelompoknya dibandingkan pengaruh ceramah atau
pemaksaan terhadap individu untuk berubah. Unsur-unsur yang penting dalam
dinamika kelompok adalah: tujuan kelompok (group goals), struktur kelompok
(group structure), fungsi tugas kelompok (group task function), pemeliharaan dan

building and maintenance), kekompakan

pengembangan kelompok (group

brdaya, &empat n, pengetahuan, dan
keterampilan dalgm rangf gmampuangwarga miskin untuk

pasi dalam kehidupan

mobilitas pribadi, dominasi para eiiie dailam struktur kekuasaan masyarakat.
Selanjutnya Ife menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menekan masyarakat
untuk berpartisipasi, tetapi sebuah iklim dapat diciptakan dalam masyarakat
sehinga mereka merasakan adanya sebuah kewajiban atau tugas moral secara kuat

untui berpartisipasi.

Upaya menumbuhkan partisipasi melalui program pengembangan
masyarakat diawali dengan cara menggugah kesadaran masyarakat akan hak-
haknya untuk hidup secara lebih  bermutu, adanya realitas kompleksitas
permasalahan yang ada, serta perlunya tindakan konkret dalam mengupayakan
perbaikan kehidupan. Partisipasi dibangun secara bertahap melalui program
pengembangan masyarakat dimulai dari partisipasi interaktif menuju tumbuhnya
mobilitas sendiri di kalangan warga (Zubaedi, 2013). Penelitian tentang partisipasi
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dilakukan oleh Onyenemezu (2014), dengan hasil bahwa partisipasi masyarakat
merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat dan tanpa warga
berpartisipasi tidak pernah ada pengembangan masyarakat. Keberlanjutan hutan
rakyat sangat ditentukan oleh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan
hutan rakyat, sehingga menciptakan kondisi masyarakat yang berdaya dengan
memenuhi kebutuhan utama masyarakat akan menentukan keberhasilan kegiatan
atakan partisipasi oleh penduduk asli di

hutan rakyatnya. Lyndon (2011) meg

program lokal memung acmiliki kontrol atas sumber
daya, meningkatkan bilan Keputusan dan meningkatkan
kesejahteraan u to (2013"), peranserta

atau partisipasi benfuk keterlibatan dan

dalam (intrins i 148 i an proses kegiatan

ksana@p

RAS| LS|

keputusan dalam

perencanaan, pe pluasi, pengawasan),

serta pemanfaata

Partisipasi dan pe ‘ > ‘ yat perlu adanya dukungan
dari stakeholders. Gonsalves 2007) mendeskripsikan pemangku
kepentingan atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena
dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki
atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam
berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Setiap kelompok ini
memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam
proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan. Perlu dicatat bahwa
pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh satu
kelompok tertentu. Keterlibatan para stakeholders akan berdampak pada
akomodasi kepentingan dan pengaruh, sehingga dapat memberikan pengaruh
positif dalam perbaikan pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan. Menurut
Krott (Devkota, 2010), pengelolaan hutan dalam praktiknya hanya mungkin

dengan kerjasama semua pihak dan pelaksanaan berbagai instrumen peraturan.
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Faktor kelembagaan masyarakat dalam kondisi masyarakat desa miskin di
sekitar hutan, adalah bagaimana kelembagaan masyarakat melakukan peran-peran
dan fungsinya, sehingga mampu membangun kapasitas kelembagaan dan
kelembagaan tersebut bergerak secara positif dan tangguh menghadapi berbagai
persoalan dan mampu memperjuangkan perubahan masyarakat, sehingga
masyarakat mampu mengelola sistem dan mekanisme insentif dan disintensif
(Nitiwijaya, 2014). Kelembagaan yang ada di wilayah harus mampu melakukan
(2013°), dalam konsep

pemberdayaan ada e ALk yang terdiri atas: (1) bina

inovasi  kelembagaan

| 2 |

Mardikante enyatalanmi3 @an rakyat yang melibatkan
masyarakat yan@ ting' PKILd adalah suatu sistem
pengembangan ckonomi  rakyat perlu
memperhatikan ngan lembaga-lembaga:
lokal yang memiiiki keterkaitan dengan iembaga-iembaga serupa pada tingkat
nasional dan global. Zal (2012) memberikan hasil bahwa kemampuan
memberdayakan melalui kemandirian, partisipasi dalam bisnis, peningkatan
pendapatan. Didukung dengan penelitian Lyndon (2011) memungkinkan
masyarakat untuk memiliki kontrol atas sumber daya dan meningkatkan
keterlibatan dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Mardikanto (2013"), harus
diakui bahwa pelaku utama pengembangan usaha perhutanan rakyat adalah
petani-petani kecil yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Pada
umumnya petani melakukan usaha perhutanan rakyat masih sendiri-sendiri, belum
berkelompok, tidak ada ikatan kelembagaan antarpetani dan masih ditekankan
pada aspek budidaya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengembangan kelembagaan

ekonomi rakyat merupakan kegiatan yang tumbuh dari, oleh, untuk kepentingan
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rakyat. Ekonomi rakyat adalah usaha ekonomi yang dilaksanakan oleh, dari, dan
untuk rakyat, jenisnya sangat beragam, baik yang bersifat on-farm, off-farm
maupun non-farm. Mereka umumnya berusaha sendiri-sendiri dengan
keterampilan dan modal sendiri yang sangat terbatas, dan seringkali hanya modal

tenaga kerja.

Keberagaman pekerjaan vyang on-farm, off-farm dan non-farm dalam

masyarakat di da : tkan @en hutan rakyat dapat

utan %a:dan ngkOga : isnis§

partisipasi. Berbagai upaya terseut difakukan untuk menghasilkan perbaikan pola
pemanfaatan hutan rakyat menuju pada model pengelolaan hutan rakyat yang
berkelanjutan. Upaya tersebut akan memberikan alternatif kepada masyarakat di
kawasan hutan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.
Perubahan terutama orientasi pada pengelolaan lahan yang mempertimbangkan
aspek konservasi dan rehabilitasi lahan dan menjauhkan pola panen karena

kebutuhan yang mendesak atau pola ”’daur butuh”.

Kelembagaan pengelolaan hutan perlu dikembangkan pada pengelolaan
kolektif untuk mendorong pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan sehingga
keputusan atas sumberdaya hutan tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomis
pemilik semata, tetapi juga mempertimbangkan fungsi lingkungannya yang dapat

melampaui batas-batas wilayah kepemilikan lahannya. Pengelolaan sumberdaya
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alam yang didasarkan kepentingan pribadi dan cara pandang jangka pendek telah
menyebabkan kerusakan ekologis yang disebut tragedy of the commons
(Purbawiyatna dkk., 2011).

Hasil penelitian Ratina (2011) menunjukkan bahwa pengelolaan
sumberdaya hutan berkelanjutan adalah suatu pengelolaan sumberdaya hutan yang

memenuhi keberlanjutan lingkunaan, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan

karena di dalamn ia di dalamnya berada
dengan segala | il teraksi dan adaptasi
masyarakat dedgan _@rday ubungan bersikap,

Masyarakat 4

(-)

Pemberdayaan
Masyarakat J

Aspek/ —
) Iingkup Dinamika Partisipasi
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Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan.

Menurut The International Tropical Timber Organization (Sudiana, 2006),
pengelolaan hutan berkelanjutan adalah proses mengelola hutan untuk mencapai
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tujuan tertentu yang berkaitan dengan produksi hasil hutan dan jasa yang
berkelanjutan tanpa mengurangi nilai yang melekat dan produktivitas masa
depannya serta tidak menimbulkan ekses terhadap hutan dan lingkungan. Pelaku
utama kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah masyarakat pemilik hutan
rakyat tersebut. Oleh karena itu, untuk keberhasilan dalam pelaksanaan program
rehabilitasi hutan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan.

Berdasarkan kerangka pemikiran (Gambar 2.6.) dapat digambarkan bentuk
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Keterangan: Gambar 2.7. menggunakan notasi-notasi matematik sebagai berikut:

§ =Ksi, variabel laten eksogen

n = Eta, variabel laten endogen

A = Lamnda (kecil), loading faktor variabel latent eksogen
Ay = Lamnda (kecil), loading faktor variabel endogen

f = Beta (kecil), koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel
endogen

y = Gamma (kecil), koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel
endogen

{ = Zeta (kecil), galat model

d = Delta (kecil), gala#®enoukuran pada variabe®™manifest untuk variabel latent

eksogen

latent endogen //)
Model terdiri ates dufgmariabel @kSogs )%n menggunakan indikator

reflektif dan ei el end | N3, ns) d@Rgan menggunakan

2. Variabel eksogen &, (Ksi-2), yaitu dukungan stakeholders dengan variabel
manifest eksogen yang terdiri atas:
a. Xs = Kerjasama
b. X =Pemotivasi
c. X7 = Fungsi potensial
d. Xg= Kelancaran program

3. Variabel endogen n; (Eta-1), yaitu pemberdayaan masyarakat dengan variabel
manifest endogen yang terdiri atas:
a. Y1 =Aspek/ ruang lingkup pemberdayaan
b. Y, = Kinerja sistem pemberdayaan
c. Y3 =Penerima manfaat pemberdayaan

4. Variabel endogen n, (Eta-2), yaitu dinamika kelompok tani dengan variabel
manifest endogen yang terdiri atas:
a. Y4 =Tujuan kelompok (group goals),
b. Ys = Struktur kelompok (group structure),
c. Y= Fungsi tugas kelompok'(group task function),
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d. Y;=Pemeliharaan dan pengembangan kelompok (group building and
maintenance),

Y = Kekompakan kelompok (group cohesiveness),

Y, = Suasana kelompok (group atmosphere),

Y10 = Desakan kelompok (group pressure),

Y11 = Keefektifan kelompok (group effectiveness),

Y12 = Maksud terselubung (hidden agendas).

—oQ ho

Variabel endogen ns (Eta-3), yaitu partisipasi petani dengan variabel manifest
endogen vyang terdiri atas:
Y13 = Kesukarelagg gakas

®o0 o

Variabel endoge i : kyat berkelanjutan

berikut:

1.

N oo g &

Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan secara signifikan dipengaruhi oleh
kelembagaan masyarakat.

Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan secara signifikan dipengaruhi oleh
partisipasi petani.

Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan secara signifikan dipengaruhi oleh
dukungan stakeholders.

Partisipasi petani secara signifikan dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat.
Partisipasi petani secara signifikan dipengaruhi oleh dinamika kelompok.
Partisipasi petani secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan stakeholders.
Dinamika kelompok secara signifikan dipengaruhi oleh kelembagaan

masyarakat.
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8. Dinamika kelompok secara signifikan dipengaruhi oleh pemberdayaan
masyarakat.

9. Dinamika kelompok secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan
stakeholders.

10. Pemberdayaan masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh kelembagaan
masyarakat.

11. Pemberdayaan masyarakat secarg signifikan dipengaruhi oleh dukungan

stakeholders.



